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KATA PENGANTAR

Kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar
merupakan kejadian yang termasuk bencana Provinsi. Oleh karena itu
penanganan dampak kejadian bencana ini merupakan tanggung jawab
kita bersama, tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
tetapi peran dunia usaha, dan masyarakat luas sangat diharapkan
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa
Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama.

Kejadian Bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar
secara langsung berdampak pada sektor Perumahan, Infrastruktur,
Ekonomi, Sosial, dan Lintas sektor, sehingga untuk mengefektifkan dan
mengefisienkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
oleh berbagai pihak, maka perlu di susun dan di tetapkan suatu dokumen
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen
R3P ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyatukan pemahaman
seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjtnya melalui kesempatan ini kami haturkan ucapan terima
kasih pada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun
dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini terutama kepada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Semoga dokumen ini
berguna sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
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MUH. BASLI ALI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA GEMPA BUMI TANGGAL 14 DESEMBER 2021
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar
berdampak pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasilambena dan
Kecamatan Pasimarannu. Bencana gempa bumi terjadi pada hari Selasa
tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 11.20.25 Wita dengan magnitudo
7,4 SR berpusat di 112 km barat Laut Larantuka Nusa Tenggara Timur
(NTT) dengan episenter gempa berada pada koordinat 7.59 Lintang
Selatan (LS)-122.26 Bujur Timur (BT) dan 84 km dari Pulau Kalaotoa,
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kasus
gempa bumi ini BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami.
Mekanisme sumber gempabumi merupakan mekanisme sesar geser.
Tercatat hingga pukul 15.00 Wita 25 aktivitas gempa bumi susulan
(aftershock) dan terus terjadi hingga mencapai ribuan kali dengan
magnitudo yang lebih kecil antara 2 SR sampai dengan 5 SR.

Bencana ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, masyarakat
yang mengungsi kurang lebih 18.000 orang serta mengakibatkan
kerusakan bangunan rumah, sarana dan prasarana serta fasilitas umum
dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan dan
bahaya ikutan berupa retakan tanah serta penurunan permukaan tanah
(amblas) khususnya pada daerah pesisir pantai. Dampak kerusakan
yang ditimbulkan antara lain pada sector permukiman sebanyak 1.176
rumah rusak, pada sector infrastruktur antara lain sepanjang 2,35 Km
jalan rusak dan mengalami retak, 3.620 m tanggul pengaman
pantai/sungai mengalami rusak berat, sarana dan prasarana air minum
SPAM BJP kapasitas 3.900 KK, sarana sanitasi berupa MCK sebanyak 2
unit dan drainase sepanjang 75 m, pada sector social dampak yang
ditimbulkan adalah rusaknya sarana dan prasarana kesehatan sebanyak
14 unit terdiri dari puskesmas, pustu, posyandu dan rumah dinas
kesehatan, rusaknya sarana prasarana pendidikan, fasilitas ibadah, pada
sector ekonomi rusaknya sarana prasarana pertanian, perikanan,
perindustrian, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan untuk lintas
sector, kerusakan yang ditimbulkan adalah banyaknya sarana dan
prasarana pemerintahan yang rusak, baik rusak berat, sedang maupun
rusak ringan.

Besarnya kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana gempa
bumi tersebut sebesar Rp. 763.811.248.014,613,-. Dari nilai total
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kerusakan dan kerugian tersebut diperkirakan total kebutuhan
pendanaan untuk rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 216.942.842.041,-
dengan rincian Sektor Perumahan Rp. 43.459.200.000,- (5,82%), Sektor
Infrastruktur Rp. 160.710.712.041,- (91,90%),
Sektor Ekonomi Rp.0,- (0,0%), Sektor Sosial Rp. 12.694.000.000,-
(2,28%), dan Lintas Sektor Rp. 78.930.000,- (0,2%). Adapun perkiraan
kebutuhan berdasarkan kewenangan sebagai berikut : Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Rp. 8.000.000.000,- (0,84%),
Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rp.32.359.200.000,-
(2,36%) dan Kewenangan Pemerintah Pusat Rp. 176.504.721.041,-
(94,25%).

Sebagai acuan pelaksanaan pemulihan dilakukan penyusunan
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi
Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada hasil pengkajian
kebutuhan pascabencana dipadukan dengan kebijakan, kemampuan
sumber daya dana dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah
pusat serta dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil
pembahasan dan kesepakatan yang dilaksanakan melalui rapat
koordinasi daerah maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar harus memperhatikan skala
kebutuhan prioritas serta perlunya tindakan pencegahan dan mitigasi
dalam rangka pengurangan resiko bencana dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengatur bahwa perencanaan
pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa kebijakan yang
diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan
daerah, telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan
penganggaran pembangunan tahunan, rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk
penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan
yang berlaku.

Jangka waktu pemulihan yang ditetapkan dalam rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun
2022 sampai dengan 2024. Prioritas pemulihan adalah sektor
perumahan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk
relokasi, kebufuhan 1lahan akan disediakan antara pemerintah
kabupaten dan pemerintah provinsi, sedangkan dana stimulan untuk
pembangunan rumah dan prasarana lingkungan permukiman akan
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disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Seluruh rangkaian
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus
dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
baik yang bersifat umum maupun khusus. Kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mengoptimalkan efektifitas
dan efisiensi kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,
maka pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan evaluasi
dilakukan dalam rangka menilai efisicnsi dan efektifitas penggunaan
anggaran serta manfaat kegiatan di wilayah pascabencana. Pelaporan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI
TANGGAL 14DESEMBER 2021 DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN

BAB I
KONDISI WILAYAH DAN KEJADIAN PASCABENCANA

1.1 KONDISI WILAYAH PASCABENCANA

Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang
letaknya terpisah dari daratan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian
besar wilayahnya adalah laut dan kepulauan. Gugusan pulau di
Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 130 pulau. Potensi ancaman
bencana di Kepulauan Selayar cukup tinggi dikarenakan letak geografis
dikelilingi oleh lautan, mengakibatkan setiap tahun mengalami
ancaman bencana dengan kelas risiko tinggi, yaitu cuaca ekstrim angin
kencang, tsunami, gelombang pasang, abrasi, banjir dan gempa bumi.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko
Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan
Nasional Penanggulanguna Bencana, potensi ancaman bencana di
Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. Potensi Ancaman Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. | Gelombang ekstrim dan Abrasi 36 Tinggi
2. | Tsunami 24 Tinggi
3. | Gempa bumi 22 Tinggi
4. | Cuaca ekstrim 14 Sedang
5. | Tanah Longsor | 12 Sedang
6. | Kekeringan 12 Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat potensi ancaman bencana di
Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sebagai wilayah

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Tanggal 14 Desember 2021
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
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dengan potensi ancaman bencana risiko tinggi. Menurut data Indeks
Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2013) indeks risiko bencana multi
ancaman untuk Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki skor 155
dengan kelas risiko tinggi.

Kejadian gempa bumi utama tanggal 14 Desember 2021
diikuti oleh serangkaian kejadian gempa bumi susulan. Menurut
data BMKG hingga tanggal 18 Desember 2021 terjadi 724 kali gempa
susulan dengan magnitudo berkisar antara (M 1,0) hingga (M 5,4).
Panjang sesar yang bergerak saat terjadi gempa bumi dihitung
menggunakan metode dari Well dan Coppersmith (1994)
diperkirakan mencapai 84, 33 km. Oleh karena itu diperlukan waktu
untuk mencapai keseimbangan. Penduduk setempat juga
merasakan kejadian gempa bumi susulan tersebut. Jumlah dan
kekuatan gempa bumi susulan yang terjadi akan terus menurun, hal
ini mengindikasikan bahwa blok batuan yang telah terpatahkan,
terdeformasi dan mengakibatkan terjadinya gempa bumi sedang
menuju proses keseimbangan.

Kejadian gempa bumi tersubut juga mengakibatkan
terjadinya penurunan tanah di Dusun Latokdo, Lembang Matene
dan Tadu di Kecamatan Pasilambena. Retakan tanah teramati di
Dusun Latodo, Bonto-Bonto, Lembang Matene dan Tadu di
Kecamatan Pasilambena. Sebagian retakan tanah tersebut tergolong
tipe lateral spreading dengan ciri-ciri berbentuk melengkung dan
mengarah ke lembah yang merupakan ciri akan terjadinya gerakan
tanah. Gerakan tanah teramati di Dusun Latodo dan Bonto-Bonto di
Kecamatan Pasilambena. Jenisnya adalah jatuhan batu dan
longsoran bahan rombakan. Kejadian gempa bumi ini tidak
mengakibatkan terjadinya sesar permukaan (surface rupture),
namun diikuti oleh bahaya ikutan (collateral hazard) yaitu retakan
tanah, penurunan tanah dan gerakan tanah di Kecamatan
Pasilambena. Menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG)
kejadian gempa bumi tersebut memicu terjadinya tsunami kecil
setinggi 7 cm yang teramati di pantai Marapokot, Kabupaten
Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1.1.1. Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

Lokasi pusat gempa bumi terletak di Laut Flores dekat dengan
pulau - pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi
Selatan. Wilayah terdekat dengan lokasi pusat gempa bumi adalah

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Ge_n_ma Bumi Tanggal 14 Desember 2021
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
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Pulau Kalaotoa dan Pulau Madu yang termasuk Kecamatan
Pasilambena. Pulau - pulau tersebut merupakan dataran pantai
yang berbatasan dengan morfologi perbukitan bergelombang hingga
perbukitan terjal. Berdasarkan kenampakan Peta Geologi Lembar
Bonerate (Pusat Survei Geologi/ PSG, 1994) dan Lembar Ujung 2
Pandang (PSG, 1982), pulau - pulau tersebut pada umumnya
tersusun oleh endapan Kuarter berupa endapan aluvial pantai,
sungai dan batu gamping koral, serta batuan berumur Tersier
berupa batuan sedimen dan batu gamping. Sebagian batuan
berumur Tersier tersebut telah mengalami pelapukan dan
terkekarkan. Endapan Kuarter dan batuan berumur Tersier yang
telah mengalami pelapukan bersifat lepas, lunak, belum kompak
(unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan
guncangan gempa bumi. Selain itu pada morfologi perbukitan
bergelombang hingga perbukitan terjal yang tersusun oleh batuan
berumur Tersier yang telah mengalami pelapukan dan terkekarkan
akan berpotensi terjadi gerakan tanah bila dipicu guncangan gempa
bumi kuat dan curah hujan tinggi.

1.1.2. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan bencana
bencana yang dianggap prioritas berdasarkan tingkat risiko bencana
dan analisis kecenderungan kejadian bencana. Mekanisme
penentuan prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan salah
satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana
dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang
ada di daerah. Prioritas ini diperlukan untuk menentukan prioritas
pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan
penanggulangan bencana yang spesifik.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang
teridentifikasi yaitu:

a. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Kabupaten
Kepulauan Selayar, terdiri atas:
a) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan
Pasilambena, Takabonerate, Pasimasunggu dan
Pasimarannu;

b) Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan
Pasilambena;

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstriksi Pascabencana Gempa Bumi Tanggal 14 Desember 2021
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
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c) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, melintang dari
arah arah timur membentang di sepanjang Gunung
Kepulauan Selayar mengarah ke arah barat daya menuju ke
Kabupaten Mamuju dan sesar yang melintas di wilayah
perairan Kepulauan Selayar;

d) Kawasan rawan tsunami, terdapat di sepanjang pesisir pantai
Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

€) Kawasan rawan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai
Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor potensial terjadi di Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan bentuk topografi bergelombang hingga
daerah pegunungan. Kawasan bencana - longsor dapat
diidentifikasi dibeberapa wilayah antara lain :

a) Kecamatan Bontoharu di Desa Kahu-Kahu, Desa Kalepadang,
dan Desa Bontotangnga;

b) Kecamatan Benteng di Kelurahan Benteng Utara;

¢) Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur, Desa
Bontokoraang, Desa Jambuiya, Desa Kaburu, Desa Mare-
mare, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Parak,
Desa Polebunging;

d) Kecamatan Buki di Desa Buki, Desa Lalangbata, Desa Buki
Timur;

e) Kecamatan Bontomatene di Desa Kayu Bauk, Desa
Bontonasaluk, Kelurahan Batangmata Sapo, Desa Tanete;

f) Kecamatan Pasimasunggu Timur di Desa Lembang Baji;

g) Kecamatan Pasilambena di Desa Lembang Matene

c. Bencana Banjir

Bencana banjir dapat disebabkan oleh intensitas curah
hujan yang cukup tinggi, serta meluapnya air sungai, sehingga
terjadi genangan di daerah dataran rendah. Banjir biasa terjadi
di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti di
daerah perkotaan, juga terjadi banjir akibat genangan air hujan
hal tersebut disebabkan oleh bentuk topografi yang sangat datar
serta sistem drainase yang belum berfungsi dengan baik. Selain
itu, bencana banjir juga terjadi di daerah pedesaan khususnya

e

Rencana Rehahiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana GenTp-a Bumi Tanggal 14 Desember 2021
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pada wilayah - wilayah yang dilintasi oleh sungai besar, akibat

volume air yang cukup tinggi apalagi kondisi sungai yang tidak

bertanggul diantaranya:

a) Kecamatan Bontoharu di Kelurahan Bontobangung dan
Kelurahan Putabangun;

b) Kecamatan Bontosikuyu di Desa Lowa, Desa Binanga
Sombaiya dan Desa Laiyolo;

c) Kecamatan Benteng di Kelurahan Benteng; Kelurahan
Benteng Utara dan Kelurahan Benteng Selatan;

d) Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare dan Desa Parak;

e) Kecamatan Buki di Desa Buki;

f) Kecamatan Bontomatene di Kelurahan Batangmata;

g) Kecamatan Pasimasunggu Timur di Desa Lembang Baji, Desa
Bontomalling, Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru;

h) Kecamatan Pasimasunggu di Desa Massungke dan Desa Teluk
Kampe.

d. Bencana Gempa Bumi

Pada umumnya Indonesia merupakan salah satu negara
yang sangat rawan terhadap gempa, karena dilintasi oleh
beberapa lempeng, sehingga setiap saat akan terjadi gempa bumi.
Begitupun halnya dengan Kabupaten Kepulauan Selayar yang
terletak di Bagian Selatan Pulau Sulawesi, dimana terdapat titik
gempa serta dilintasi oleh jalur sesar yakni; sesar Walanae dan
sesar Asambi Kalaotoa yang baru saja ditemukan oleh Badan
Geologi pasca terjadi gempabumi 7,4 SR di Kabupaten Kepulauan
Selayar yang terdampak parah pada dua kecamatan terluar yakni
Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu.

e. Bencana Tsunami dan Abrasi Pantai

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia potensi
Tsunami di Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kelas risiko
tinggi. Selain itu, bencana alam berupa abrasi pantai juga
mengancam kawasan pesisir, dimana hal tersebut disebabkan
oleh instrusi air laut akibat gelombang pasang yang cukup tinggi.
Dari hasil survei lapangan, terdapat kawasan pesisir dengan
tembok penahan ombak, akan tetapi tidak mampu menahan
hantaman ombak, sehingga terjadi kerusakan di beberapa
kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Peta Rawan

——
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Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
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KEJADIAN BENCANA

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14
Desember 2021 pukul 11.20 Wita dengan magnitudo 7,4 SR, berjarak
sekitar 115 Km Utara Kota Maumere (Ibukota Kabupaten Sikka),
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Episenter pada koordinat 7.59" LS dan
122.25" BT atau tepatnya berlokasi di Laut Flores pada kedalaman 10
km yang berpotensi tsunami merupakan gempa utama (Mainshock)
dan merupakan gempa bumi yang tidak didahului aktivitas gempa
pembuka (fore shock). Dengan memperhatikan lokasi episenter dan
kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis
gempa bumi dangkal di atas lempeng (shallow earthquake) yang dipicu
aktivitas sesar aktif di dasar laut. Hasil analisis mekanisme sumber
menunjukkan gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser
(strikeslip faulf). Gempa bumi Larantuka juga berdampak di Kabupaten
Kepulauan Selayar wilayah terdampak bencana sangat besar pada 2
(dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan
Pasimarannu Peta intensitas kejadian gempa bumi tanggal 14
Desember 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Peta Intensitas Kejadian Gempa Bumi Tanggal 14

Desember 2021
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Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten
Kepulauan Selayar per tanggal 28 Februari tahun 2022 pada wilayah
Kabupaten Kepulauan Selayar, bencana gempa bumi mengakibatkan ‘1
(satu) orang meninggal dunia dan + 18.000 orang mcngungm:
Berdasarkan hasil Tim Kaji Cepat, dampak dari gempa bumi
mengakibatkan kerusakan bangunan rumah masyarakat scbanyak
1.139 unit dengan rincian meliputi rumah rusak berat sebanyak 154
unit, rusak sedang sebanyak 143 unit dan rusak berat sebanyak 842
unit, data keruskan rumah tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel
1.2. Disamping itu juga terjadi kerusakan pada prasarana dan sarana
fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan dapat dilihat pada

Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi
Magnitudo 7,4 Kabupaten Kepulauan Selayar di Tiap
Kecamatan

1 | PASILAMBENA KALAOTOA 43 | 19
LEMBANGMATENE | 8 3 30

PULOMADU 3 2 12

KARUMPA 1 2 7

GARAUPA 11 8 68

GARUPA RAYA 50 | 23 | 44
2 | PASIMARANNU 'BONERATE 1 ) 146
i | MAJAPAHIT 0 0 40
LAMANTU 0 5 a4
SAMBALI 15 28 161

BATU BINGKUNG 3 11 17

BONEA 5 16 | 22
LAMBEGO 13 17 143

KOMBA-KOMBA 0 0 4
JUMLAH 154 | 143 | 842

Sumber : Hasil Kaji Cepat, 2021
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Tabel 1.3 Data Pembagian Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas
Lainnya Pascabencana Gempa Bumi Magnitudo 7,4 Kabupaten
Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Kerusakan

1 | FASILITAS PENDIDIKAN 12 11 4
2 | FASILITAS KESEHATAN 8 2 2
3 | FASILITAS IBADAH 12 3 4
4 | INFRASTUKTUR 1 3 20
S | FASILITAS PEMERINTAHAN 10 3 7
6 | FASILITAS PELAYANAN PUBLIK 8 3 3
7 | FASILITAS SOSIAL 1 0 0
8 | SANITASI 1 0 0

JUMLAH 53 25 40

Sumber : Hasil Kaji Cepat, 2021

1.3 UPAYA PEMULIHAN AWAL

Dalam merespon kondisi gempa bumi tersebut, Bupati Kabupaten
Kepulauan Selayar menandatangani surat pernyataan keadaan
tanggap darurat dengan nomor 300/61/XII/2021/BPBD tanggal 14
Desember 2021 dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
576/XI1/Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 SR di
Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah Surat Keputusan Bupati
Kepulauan Selayar dikeluarkan, segera dibentuk pos komando
penanganan darurat bencana gempa bumi 7,4 SR di Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 360/61.a/X11/2021/BPBD tanggal 14 Desember 2021.

Kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa
penanganan tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten

Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Pendirian dan pendampingan posko komando utama tanggap
darurat di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena dan Desa
Bonerate Kecamatan Pasimarannu untuk mengevakuasi dan
menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan
cash for work untuk pengungsi, pembersihan puing bangunan,
jalan, jembatan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta
penyaluran layanan kesehatan.

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi Tanggal 14 Desember 202)
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2. Pengerahan personil dari Kementrian / Lembaga, TNI/POLRI,
Palang Merah Indonesia (PMI), Relawan dan NGO.
3. Penanganan Pengungsi dilakukan antara lain dengan :

a.

b.

C.

Masyarakat terdampak mengungsi luar rumah, lapangan dan
kebun (daerah terbuka).

Sebagian sudah kembali ke rumah dan + 4.838 jiwa masih ada
yang mengungsi 5 hari pasca gempa.

Kebutuhan makanan disupply oleh dapur umum dan logistik
dari posko induk.

4. Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat terdampak, antara lain:

a. Pelayanan kesehatan tertangani dengan baik.

b. Obat-obatan cukup, tenaga medik cukup. Jenis penyakit :
gatal-gatal dan luka-luka karena kena pecahan kaca, seng.
Telah diantisipasi penyakit ISPA, diare dan tetanus.

c¢. Rumah sakit lapangan.

5. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Perempuan dan Anak-Anak,
antara lain :
a. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan perempuan dan anak-

b.
C:

Ll
-

anak sudah dipenuhi.

Suplai air bersih,

Masyarakat melanjutkan pembersihan rumah. .

Pembersihan fasilitas umum dilakukan TNI, Polri, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.

PLN sudah memperbaiki aliran listrik yang padam pasca gempa
di Kabupaten Kepulauan Selayar.,

Kebutuhan listrik disuplai dengan genset dengan baik.
Ketersediaan logistik cukup dan secara cepat disalurkan
kepada masyarakat.

Perencanaan pengurangan resiko bencana sedang dikerjakan.
Pendataan kerusakan dan kerugian perumahan, fasos, fasum
dan infrastruktur sedang dikerjakan agar pemulihan segera
dapat dilaksanakan.

6. Pemberian dana siap pakai untuk operasional posko dan
pemenuhan kebutuhan dasar.

7. Mengirimkan bantuan logistik dan peralatan menggunakan
pesawat helicopter dan kapal perang milik TNI.

8. Menyediakan bantuan lainnya berupa makanan siap saji, lauk
pauk, pakaian dan peralatan mandi, tempat dapur, layanan
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kesehatan, layanan pendidikan, maupun trauma healing pada
korban terdampak.

9. Memberikan bantuan berupa jaminan hidup (jadup). .

10. Pengelolaan berbagai bantuan yang datang dari instansi
pemerintah, pemerintah daerah, swasta, sumbangan masyarakat,
ormas dan pihak lainnya.

11. Pendirian tenda pengungsi dan keluarga.

12. Pelaksanaan kegiatan selama tanggap darurat antara lain
pencarian korban meninggal, luka-luka, pembersihan puing-puing
dan sampah akibat gempa bumi, pengamanan,
perbaikan/pemulihan fungsi jalan, jembatan, saluran air bersih
dan elektrifikasi/penerangan.

13. Rapat evaluasi harian di posko Tanggap Darurat dihadiri seluruh
SKPD serta elemen-elemen yang terkait, seperti relawan-relawan
berbagai unsur, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli
masyarakat.

14. Melakukan verifikasi bangunan rumah yang ditetapkan oleh kepala
daerah terdampak.

Mengingat bahwa penanganan bencana alam gempa bumi
dipandang sangat mendesak untuk dilakukan, maka dalam masa
transisi tersebut dilakukan percepatan penyelesaian dokumen Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Gempa Bumi
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Dokumen ini merupakan
dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi dan dilakukan secara bersama-sama
antara BPBD, Bappelitbangda, serta OPD teknis terkait juga pemangku
kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi memuat:

a. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;

Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;

Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan berdasarkan kewenangan;
Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap OPD yang
dapat di arahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan
konstruksi;

f. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

o an o

—
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Penyusunan dokumen R3P merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah
pascabencana secara  komprehensif dan terpadu  dengan
memperhatikan:

a. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;

b. Penentuan prioritas;

c. Identifikasi pengalokasian sumber daya, pendanaan serta
waktu pelaksanaan;

d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun
daerah;

e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

Dokumen R3P Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam

rangka:

a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah,
pemerintah daerah, dunia wusaha, masyarakat, perguruan
tinggi/akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk
membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang
terkena bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang
disusun oleh Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan
perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah
dan pemerintah daerah;

d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan
(stakeholder) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaaan
dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif,

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi Tanggal 14 Desember 2021
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efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governace).

Penyusunan R3P Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan:

a. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-
unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung
dengan baik;

b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan
selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;

d. Perencanaan dan penganggaran partisipatif dan konsultatif, yakni
program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder);

e. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip
kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Sty
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BAB II
PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

2.1. KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Bencana Gempa bumi tersebut menimbulkan dampak
kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan
lainnya di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu
Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerusakan paling parah adalah pada
sektor perumahan yang mencapai 1.176 unit (rusak berat 162 unit,
rusak sedang 96 unit, dan rusak ringan 918 unit). Sektor lain yang
mengalami kerusakan parah adalah sektor sosial pada prasarana dan
sarana pendidikan (sekolah dan madrasah), kesehatan (Puskesmas,
dan Poskesdes), dan sarana peribadatan (masjid dan mushollah), juga
pada sektor ekonomi, antara lain gudang BUMDes.

Secara umum kajian R3P Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan
Selayar disusun secara yang spesifik pada setiap tahapan
penyelenggaraan penanggulangan pascabencana. Dengan Kkajian
substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

a. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis,
pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsoliasi dan
resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran
serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan
masyarakat; _

b. Aspek pemukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah
bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah dan pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat;

c. Aspek infrastruktur, antara lain terdiri dari perbaikan sarana dan
prasarana infrastuktur, penerapan rancang bangun yang tepat dan
tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan
peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

d. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan infrastruktur
pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong
peningatan kondisi ekonomi lokal seperti pertanian/perkebunan,
perdagangan dan kepariwisataan;

€. Aspek sosial, antara lain terdiri dari pemulihan kondisi prasarana
kesehatan, pendidikan dan agama;

f. Aspek lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan
aktivitas /kegiatan yang meliputi tata pemerintahan.
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Secara substansi dokumen R3P Gempabumi Kabupaten Kepulauan
Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 Substansi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempabumi Kabupaten Kepulauan Selayar

KETERANGAN

Perumahan dan ' Aspek perumahan dan pemukiman, terdiri dari
pemukiman perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat dan
| pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.

Infrastruktur Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain
Pembangunan terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umuri,
pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi
pelayanan publik, pembangunan kembali sarana
dan prasarana, penerapan rancang bangun yang
' tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan
' tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik
‘dan peningkatan pelayanan utama dalam

' Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan
‘ sosial ekonomi -dan budaya, peningkatan kondisi
| sosial, ekonomi dan budaya, mendorong
| peningkatan ekonomi lokal seperti perikanan,

_ _ | perdagangan dan pariwisata. :

Sosial Aspek sosial, antara lain, terdiri atas pemulihan
konstruksi, pemulihan keagamaan, serta
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya

' masyarakat.

Ekonomi

Lintas Sektor Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan
aktivitas /kegiatan yang meliputi tata pemerintahan,
keamanan ketertiban, pengurangan risiko bencana,
monitoring dan evaluasi, pembangunan nonfisik,
serta kelembagaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.1 Sektor Perumahan
Kerusakan pada sektor pemukiman sub sektor perumahan
sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan
Selayar Nomor 77 /11/TAHUN 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang
Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 SR di
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Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah kerusakan rumah vang
terdata mencapai 1.176 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi
permanen, semi permanen maupun non-permanen.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi dan komponen
bangunan rumah (atap, lantai dan dinding), akibat gempa juga
menyebabkan kerusakan pada isian rumah yang berupa perabot,
meubelair, peralatan elektronik, peralatan kamar tidur dan dapur
maupun peralatan lainnya. Rekapitulasi kerusakan sektor
perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan,
kerusakan sedang dan kerusakan berat.

Untuk pendataan kerusakan rumah telah dilakukan pada
Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu. Hasil
pendataan kerusakan rumah Tahap disajikan pada Tabel 2.2 sebagai
berikut :

Tabel 2.2 Data Kerusakan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Rumah Rusak Berat 162 | Rumah
Rumah Rusak Sedang 96 | Rumah
Rumah Rusak Ringan ) 918 | Rumah

Sumber : BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana bahwa tingkat
kerusakan rumah/bangunan untuk kategori rusak berat adalah (70-
100%), rusak sedang (30-70%), dan rusak ringan (0-30%). Untuk
menghitung nilai kerusakan digunakan rumus:

Kerusakan = % Tingkat Kerusakan X Volume (Luas/Rata?) X
Harga Satuan

Selain itu, nilai kerusakan ditambah dengan nilai kerusakan isi
rumah, sedangkan kerugian dihitung berdasarkan biaya yang
dikeluarkan untuk membersihkan puing bangunan/rumah. Pada
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peristiwa gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BPBD setempat sepakat bahwa
dalam penghitungan kerusakan kerugian pada sector Perumahan
mencakup sebagai berikut :

.
2:
3.

Tingkat kerusakan rumah : (RB 85%, RS 60%, dan RR 15%);
Volume/luas rata-rata : Type 36 (36m2);

Asumsi Perkiraan Harga pada saat pembangunan 80% dari harga
satuan/m? (Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Kabupaten
Kepulauan Selayar, Tahun Anggaran 2021 untuk rumah
masyarakat) : Rp. 114.000.000,-

Sedangkan asumsi kerugian terkait dengan beberapa kerugian

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat korban gempa akibat

harus hidup di tempat pengungsian antara lain :

a. Biaya Pembuatan tenda sementara di tempat pengungsian
asumsi biaya pendirian sebesar Rp 500.000/KK

b. Biaya Penerangan di pengungsian dengan menggunakan lilin,
petromax, lampu pelita dst diasumsikan mengeluarkan biaya
Rp.10.000/hari selama 45 hari di pengungsian

c. Biaya Penyediaan air bersih di pengungsian untuk Minum,
Mandi, Cuci dan lain-lain diasumsikan mengeluarkan biaya
Rp.10.000/hari selama pengungsian selama 45 Hari.

d. biaya pembersihan puing yang dikerjakan secara manual oleh
tenaga dengan rumus = Jumlah Tenaga (Orang) X Waktu
Penyelesaian (Hari) X Harga Satuan Upah/Hari, Dengan
asumsi dikerjakan oleh tiga orang, dengan waktu
penyelesaian untuk :

v'  Rusak Berat : 7 Hari
v"  Rusak Sedang : 4 Hari
v Rusak Ringan : 2 Hari

Selain bantuan perbaikan rumah perhitungan kerugian
mencakup pemberian asuransi kepada korban yang meninggal,
pemberian bantuan logistik serta bantuan tenda oleh pemerintah
daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

Kerusakan sarana dan prasarana SPAM BJP di wilayah

kecamatan Pasilambena sebanyak 2.500 KK dan wilayah
Kecamatan Pasimarannu sebanyak 1.400 KK.
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Berdasarkan penjabaran di atas maka taksiran kerusakan dan
kerugian permukiman dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman
Pasca Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

48.643.200.000 4.047.600.000 52.690.800.000

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor
permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 48.643.200.000,-
dan kerugian mencapai sebesar Rp. 4.047.600.000,-. Angka tersebut
hanya terdiri dari sub sektor perumahan yang sudah terverifikasi dari
Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gempa bumi menyebabkan kerusakan sebagian besar pada
struktur rumah yang dilalui sesar tektonik dan sekitarnya sehingga
harus dilakukan penanganan berupa membangun kembali bangunan
yang rusak berat dengan memperhatikan aspek struktur
tahan/ramah gempa sechingga bangunan yang jadi nantinya
merupakan bangunan yang memenuhi standar RTG ( Rumah Tahan
Gempa). Penyebab jatuhnya korban meninggal maupun luka-luka
bukanlah gempa, tetapi tertimpa material yang runtuh akibat
struktur bangunan yang tidak mampu menahan goyangan gempa.

Penilaian kerugian yang terjadi pada sub sektor perumahan
adalah akibat timbulnya biaya untuk Pembuatan Rumah Hunian
Sementara (Huntara) yang terbuat dari tenda dan terpal,
pembersihan material bangunan yang runtuh, biaya penerangan
selama di pengungsian, pengadaan air bersih untuk minum, mandi
dan mencuci, serta kerugian akibat kehilangan mata pencaharian.
Nilai kerugian ini akan semakin bertambah terus apabila masyarakat
tetap berada di penungsian, oleh karena itu penanganan kerusakan
sektor perumahan merupakan hal yang paling mendesak untuk
segera dilaksanakan. Percepatan penanganan sektor perumahan ini
ditindak lanjuti oleh BNPB dengan kebijakan RPD (Rencana
Pemulihan Dini) yang difokuskan pada penanganan sektor
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perumahan. Selain pertimbangan pertambahan nilai kerugian yang
akan terus bertambah bila tidak segera ditangani hal yang sangat
mendesak yang menjadi pertimbangan adalah situasi saat ini yang
masih dalam kondisi Pandemi COVID-19. Kondisi masyarakat di
pengungsian yang sangat rentang terhadap terjadinya penyebaran
Virus Covid-19 akibat sulitnya menerapkan protokol kesehatan
terutama menjaga jarak.

Sebagai gambaran kondisi tingkat kerusakan rumah akibat
gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar ditampilkan
gambar/foto kerusakan rumah pada Gambar 2.1.

s |

Gambar 2.1 Kondisi Rumah Akibat Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.2 Sektor Infrastruktur

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar pada
akhir tahun 2021 itu mengakibatkan beberapa infrastruktur
mengalami kerusakan secara fisik dan berdampak langsung bukan
hanya terhadap kehidupan, tetapi juga terhadap penghidupan
masyarakat setempat. Kerusakan Infrastruktur yang terjadi pada
Transportasi darat berupa jalan, Transportasi laut berupa kerusakan
pada Pelabuhan laut dan dermaga/tambatan perahu, kerusakan pada
Infrastruktur Sumber Daya Air seperti kerusakan pada bangunan
pengaman pantai, talud pengaman sungai, untuk sub sektor sarana
air minum dan sanitasi kerusakan terjadi pada bangunan SPAM BJP,
MCK. Perhitungan besar kerusakan dan kerugian pada sektor
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infrastruktur akibat Bencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan
Selayar sebesar Rp. 392.388.271.314,-. Secara rinci penilaian
kerusakan dan perkiraan kerugian sektor infrastruktur bisa dilihat
dalam Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur
Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021

B Infrastruktur

1. Transportasi Darat 265.000.000 132.500.000 397.500.000

2, Transportasi Laut 317.492.000 158.746.470.378 | 476.239.411.133

3. Sumber Daya Air 154.244.837.912 77.122.418.961 231.367.256.882

4. Sarana Air Minum 975.000.000 487.500.000 1.462.500.000
Sarana Sanitasi 64.701.375 32.350.688 97.052.063

Sumber : Hasil Analisa 2022

Salah satu kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi adalah
kerusakan tanggul pengaman pantai. Jenis kerusakan ini antara lain
tanggul rubuh akibat tanah amblas sedalam 1 meter di Kecamatan
Pasilambena dan kerusakan lainnya. seperti yang terlihat pada
Gambar 2.2 berikut.
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2.1.3 Sektor Ekonomi

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar
mengakibatkan beberapa prasarana dan sarana ekonomi masyarakat
mengalami kerusakan secara fisik dan berdampak langsung terhadap
penghidupan masyarakat setempat. Penilaian kerusakan dilakukan
terhadap aset pada sub sektor Pertanian, kelautan dan perikanan,
IKM dan UKM dan perdagangan, serta dampak kerugian yang
ditimbulkannya. Subsektor yang paling dominan terdampak bencana
gempa adalah subsektor perdagangan. Hal ini terjadi karena gempa
bumi lebih menimbulkan kerusakan pada bangunan fisik seperti
gudang BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tingkat kerusakan
diasumsikan untuk kondisi rusak berat sebesar > 70%, rusak sedang
30-70%, dan rusak ringan sebesar < 20%.

Nilai Kerusakan = Tingkat Kerusakan X Harga Satuan X
Volume Kerusakan
Kerugian pada sektor ekonomi dapat dihitung terhadap potensi
hilangnya pendapatan, penurunan pendapatan, dan biaya yang
dikeluarkan untuk pembersihan puing bangunan yang terkena
dampak serta biaya penangan darurat sementara.,
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Nilai kerugian = f (Hilangnya Pendapatan, Penurunan Produksi
Panen, Pembersihan Puing, dan lain-lain)

Dari hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian di
sektor ekonomi produktif sub sektor pertanian, perikanan dan IKM
UKM data perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 1.177.000.000 dan
kerugian sebesar Rp. 515.500.000,- sehingga total perkiraan
kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp.
1.692.500.000,-. Ringkasan perkiraan kerusakan dan kerugian sektor
ekonomi produktif di sajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi
Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021

C. | EKONOMI

1. | Perikanan 176.000.000,- | 65.000.000,- 241.000.000,-
2. | Pertanian 400.000.000,- | 150.000.000,- 550.000.000,-
2. | IKM dan UKM 601.000.000,~- | 300.500.000,- 901.500.000,-

3. | Perdagangan - -

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor ekonomi
yang mengalami kerusakan dan kerugian paling besar adalah sub

sektor IKM dan UKM dengan nilai total kerugian dan kerusakan
sehesar Rp. 901.500.000,-.

2.1.4 Sektor Sosial

Perhitungan kerusakan dan kerugian pasca gempa bumi di
Kabupaten Kepulauan Sclayar pada sektor sosial mencakup
subscktor pendidikan, subsektor Keschatan dan subsektor agama.
Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset berupa aset fisik serta
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dampak tidak langsung yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan
dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan
kali harga satuan kali volume kerusakan. Nilai kerugian dihitung
berdasarkan biaya pembersihan dan biaya lainnya yang timbul pasca
gempa bumi.

Hasil perhitungan pada sector sosial didapat taksiran total nilai
kerusakan mencapai sebesar Rp. 8.274.400.000,- dan kerugian
mencapai Rp.4.137.2200.000,- schingga total nilai kerusakan dan
kerugian mencapai Rp.1.914.780.000,- Untuk lebih lengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial Pascabencana
Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

D. | SOSIAL
1] Kesehatan 6,979.400.000 3.489.700.000 305.280.000
2| Agama 185.000.000 92.500.000 277.500.000
3| Pendidikan 1.110.000.000 555.000.000 1.332.000.000
;lmnhh 8.274.400.000 | 4.137.2200.000 1.914.780.000

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Dari tabel kerusakan dan kerugian scktor sosial terlihat bahwa
subsektor pendidikan merupakan sektor yang paling terdampak
dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 8.274.400.000,- hal
ini disebabkan banyaknya seckolah yang mengalami kerusakan.
Kerusakan sckolah mulai dari tingkat TK/PAUD, Sekolah Dasar,
Sckolah Menengah Pertama secderajat, Sekolah Menengah Atas
sederajat. Kerusakan yang terjadi berupa rusaknya dinding bangunan
sckolah berupa ruang kelas, guru, perpustakaan, laboratorium,
mushollah, perumahan guru, ruang UKS, pintu, jendela, pagar
sekolah dan prasarana sanitasi.

Kerusakan pada sub sektor kesehatan terjadi pada Puskesmas
sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 unit dan
Poskesdes sebanyak 1 unit. Nilai kerusakan pada sub sektor
kesehatan mencapai sebesar Rp. 7.500.000.000,-.
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Gambar 2.3 Kerusakan Sarana Sektor Social Yaitu Subsektor Agama

Kerusakan pada subscktor sosial lainnya adalah subscktor
Agama. Kerusakan subsecktor ini berupa kerusakan sarana ibadah
berupa bangunan masjid dan mushollah dengan jumlah 11 Unit.
Kerusakan subsector ini sebesar Rp. 205.000.000,-.

Pembangunan Mesjid pascabencana gempa bumi sudah mulai
dilaksanakan oleh warga sekitar mesjid hal ini dilakukan guna
mempercepat pemanfaatan masjid sebagai sarana ibadah. Sumber
pembiayaan diperoleh dari donator, swadaya masyarakat dan Kas
Mesjid. Rincian kerusakan dan kerugian sektor Sosial terlihat pada
Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Kerusakan Sektor Sosial Pascabencana Gempa Bumi di
Kabupaten Kepulaunan Selayar Tahun 2021

1 Kesehatan
a. Puskesmas 1 Unit 6.750.000.000,-| Kecamatan
b. Pustu 4 Unit 600.000.000,-| Pasilambena dan
c. Puskesdes 1 Unit 150.000.000,-| Kecamatan
d. Posyandu 0 Unit Pasimarannu
2,
a. Mesjid/Mushallah | 11 Unit 185.000.000,-| Kecamatan
Pasilambena dan
Kecamatan
Pasimarannu

Sumber : Hasil Analisa 2022
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2.1.5 Lintas Sektor

Kerusakan yang terjadi pada lintas sektor mencakup sub sektor
pemerintahan serta Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri). Kerusakan
sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan pada bangunan kantor
pemerintahan dan rumah jabatan pemerintah. Kerusakan sub sektor
pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8 Penilaian Kerusakan dan Kemgian Lintas Sektor
Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021

V | Lintas Sektor

1. Pemerintahan 55.251.000 27.625.000 82.876.500

Jumlah |  55251.000 | 27.625.000 82.876.500
Sumber : Hasil Analisa 2022

Kerusakan sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan pada
bangunan kantor pemerintahan, peralatan perkantoran dan rumah
dinas. Bangunan kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan
mencapai 24 unit yang terdiri dari Kantor Kecamatan, Kantor Desa
dan Sanggar PKK. Penilaian kerusakan akibat Gempa Bumi di
Kabupaten Kepulauan Seclayar pada sub sektor pemerintahan
diperkirakan scbesar Rp. 82.876.500,- dan kerugian diperkirakan
mencapai Rp. 27.625.000,- schingga total kerusakan dan kerugian
diperkirakan mencapai Rp. 55.251.000,-.

Kerusakan sub scktor Keamanan dan Ketertiban (TNI /Polri)
yang mengalami kerusakan yang terdiri Kantor Kepolisian Sektor
Kecamatan Pasimarannu, Kantor Koramil. Penilaian kerusakan akibat
Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada sub sektor
Keamanan Dan Ketertiban (TNI/Polri) diperkirakan sebesar Rp.
152.673.800 ,- dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 12.350.000,-

schingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai
Rp.1165.023.800,-.
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2.2. GANGGUAN AKSES, GANGGUAN FUNGSI DAN PENINGKATAN
RESIKO SERTA DAMPAK BENCANA

2.2.1 Sektor Perumahan

1. Gangguan Akses
Gempa bumi yang terjadi pada 14 Desember 2021

menimbulkan dampak pada masyarakat, terutama mereka yang
rumahnya rusak berat sehingga tak dapat lagi dihuni. Beda halnya
dengan korban gempa yang kerusakan rumahnya tergolong ringan
atau sedang dan secara struktur masih layak atau masih aman
untuk dihuni. Mereka dapat segera kembali kerumah dan
melakukan perbaikan seperlunya dan dapat meninggalkan lokasi
pengungsian

Titik pengungsian ‘yang terbanyak di Kecamatan
Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu yang dekat dengan
episentrum gempa Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT)
disebabkan rumah masyarakat yang rusak. Di Kabupaten
Kepulauan Selayar, sebagian masyarakat yang rumahnya rusak
berat akibat gempa akhirnya tinggal di rumah kebun, menumpang
pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan
yang terkena dampak bencana. Mayoritas masyarakat yang
menjadi korban bencana dan mengungsi berprofesi sebagai
pekebun dan nelayan sehingga bila lokasi mereka jauh dari kebun
dan laut melebihi radius 1-5 km, maka akses masyarakat menuju
kebun dan laut menjadi semakin jauh dan menambah waktu
perjalanan pada dua kecamatan yang terdampak.

Beberapa lokasi gempa di Kecamatan Pasilambena terdapat
beberapa lokasi perumahan yang sudah tidak layak lagi menjadi
lokasi permukiman akibat daerah tersebut merupakan daerah yang
dilalui jalur gempa. Daerah permukiman tersebut selanjutnya akan
di relokasi ke lokasi yang lebih aman.

2. Gangguan Fungsi

Kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan pada
komponen bangunan rumah terutama pada struktur bangunan
(pondasi, kolom, kuda-kuda), sedangkan komponen seckunder
lainya juga mengalami kerusakan seperti (lantai, dinding, dan atap
serta isi rumah berupa mebelair, barang elektronik dan dapur,
kamar tidur dan lainnya). Hal ini terjadi pada perumahan
masyarakat yang mengalami rusak berat. Sedangkan pada rumah
yang mengalami rusak sedang, kerusakan terjadi pada bukan
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bangunan induk (dapur), retak cukup parah pada secbagian
dinding, namun secara struktur bangunan masih bagus dan layak
untuk dihuni kembali. Untuk rumah dengan kategori ringan hanya
sekitar 15% dari bangunan inti saja yang rusak misalnya retak
rambut, plesteran rontok, pagar yang roboh dan sebagain kecil isi
rumah yang rusak karena terjatuh akibat kejadian bencana.
Dengan kondisi rumah rusak berat yang scbagain besar
strukturnya tidak mampu lagi menahan beban rumah maka
menyebabkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sangat
terganggu dan tidak dapat berfungsi, serta rumah dapat sewaktu-
waktu ambruk dan membahayakan bagi penghuninya. Untuk itu
bagi yang rumahnya rusak berat tidak diperbolehkan dihuni

walaupun ada sebagian yang nampak utuh lengkap atap, lantai dan
dindingnya.

3. Meningkatnya Risiko

Dengan adanya kejadian gempa yang destruktif ini
hendaknya dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak,
khususnya pemangku kepentingan dalam menerbitkan Persetujuan
Mendirikan Bangunan (PMB), juga bagi Organisasi Perangkat
Dacrah (OPD) teknis dalam pembinaan gedung dan bangunan.
Apabila masyarakat dan pemerintah daerah masih tetap
memberikan peluang untuk tidak mengikuti kaidah pembangunan
dengan struktur tahan gempa maka akan semakin tinggilah risiko
pembangunan di dacrah yang dilalui sesar aktif gempa.

4. Dampak Bencana

Kerusakan pada scktor permukiman yang terjadi pada
komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah berupa
perabot dan peralatan lainnya. akibat bencana, memberikan
dampak langsung terhadap aset bangunan rumah yang sama sekali
hancur dan tak dapat ditempati lagi, serta aset bangunan rumah
yang masih bisa dipulihkan/diperbaiki. Korban terdampak yang
rumahnya rusak dan tidak dapat ditempati atau pun berada di
dacrah berbahaya umumnya mengungsi dari lokasi tersebut dan
tinggal di rumah kebun, biasanya menumpang di tempat saudara
atau pun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak
bencana. Dampak lainnya yang tidak langsung, di antaranya
adalah hambatan produktivitas akibat asct yang rusak/hilang
karena bencana, seperti potensi pendapatan yang berkurang,
pengeluaran yang bertambah, dan lain-lain selama beberapa
waktu.
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Kerusakan rumah akibat gempa banyak terjadi pada rumah-
rumah permanen dan semipermanen sedangkan untuk rumah
dengan konstruksi kayu relatif lebih tahan terhadap gempa.
Kerusakan yang terjadi pada rumah permanen terjadi akibat pada
saat pembangunan kurang mengikuti kaedah Rumah Tahan Gempa
(RTG) misalnya penggunaan besi pada kolom yang tidak sesuai
standar, campuran beton dengan mutu rendah maupun dari
kualitas material yang dibawah standar.

2.2.2 Sektor Infrastruktur

1. Gangguan Akses
Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub

scktor transportasi adalah kehilangan hak akses terhadap
prasarana transportasi scbagai sarana mobilitas manusia dan
barang di lingkungan perdesaan. Pada sub sektor sumber daya air,
gempa bumi tersebut adalah masuknya air laut di pemukian
penduduk disebabkan banyaknya bangunan pengaman pantai
yang rusak dan terjadi penurunan tanah + 1,5 meter. Selain itu,
hak memperoleh air bersih dan sanitasi yang layak sangat sulit
didapatkan di wilayah terdampak bencana alam.

2. Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi karena kerusakan aset pada sub sektor
transportasi mengakibatkan terganggunya fungsi transportasi
untuk sementara waktu. Jalan yang merupakan prasarana yang
digunakan untuk moda transportasi menjadi terganggu fungsinya
akibat terjadinya kerusakan pada badan jalan. Kerukan pada
transportasi laut juga terjadi berupa kerusakan pada 2 (dua)
Pelabuhan laut dan 6 (enam) dermaga/tambatan perahu,
Kerusakan jalan ini akibat terjadi retakan dan turunnya badan
jalan dan untuk pelabuhan dan dermaga/tambatan perahu juga
terjadi juga retakan dan penurunan dan ambruknya jembatan
dermaga/tambatan akibat guncangan gempa bumi.

Kerusakan aset pada subsektor sumber daya air
mengakibatkan terganggunya fungsi bangunan pengaman pantai
sebagai pelindung pemukiman masyarakat.

3. Meningkatnya Risiko

Kerusakan aset sub sektor transportasi akibat kondisi jalan
pelabuhan dan dermaga/tambatan perahu yang rusak
menyebabkan beberapa resiko antara lain sulitnya distribusi
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bantuan dan bahan untuk melakukan rckonstruksi di daerah
terdampak gempa.

Kerusakan pada sub sektor sumber daya air, air minum dan
sanitasi layak mendorong meningkatnya risiko genangan pada
rumah masyarakat akibat tidak adanya banngunan pelindung
pantai dan kerentanan pada pemenuhan kebutuhan air minum
masyarakat di wilayah terdampak.

4. Dampak Bencana

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang
mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya gempa
bumi mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang
mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak
langsung berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Pada sub
sektor transportasi darat, gempa bumi menimbulkan dampak
rusaknya sejumlah ruas jalan kabupaten dan jalan desa. Selain itu
juga merusak beberapa bangunan drainase di Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Pada sub sektor sumber daya air, bencana gempa bumi
mengakibatkan kerusakan pada tanggul pengaman pantai. Dampak
dari kerusakan iniadalah banyak bangunan disekitar pantai yang
terancam rubuh karena abrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (PUTR) bersama-sama dengan Kementerian PUPR telah
melakukan pendataan terkait kerusakan dan segera menyiapkan
program rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor SDA. Kerusakan
lain yang juga terjadi adalah kerusakan pada sarana dan prasarana
air bersih (Bukan Jaringan Perpipaan) serta kerusakan pada

bangunan MCK warga. Ini berdampak pada sulitnya akses
terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

2.2.3 Sektor Ekonomi

1. Gangguan Akses

Gangguan akses dalam bidang ekonomi berupa
terganggunya akses individu dan masyarakat terhadap pemenuhan
kebutuhan dasar karena transaksi jual beli barang dan jasa
terhenti.

Akses sub sektor UKM dan 1KM sebelum bencana
merupakan salah satu sub sektor tumpuan pendapatan bagi
masyarakat yang bergerak di usaha warung kios, perbengkelan
industri rumah tangga (pembuat kue) akibat gempa bumi akses jual
beli dan aktivitas tidak berjalan karena scbagain masyarakat
mengungsi. Sub sector perikanan berupa rusaknya dermaga
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perikanan mengakibatkan distribusi hasil perikanan mengalami
gangguan.

2. Gangguan Fungsi
Gangguan fungsi dalam sektor ekonomi contohnya berupa
terganggunya fungsi kelembagaan organisasi kelompok ckonomi
yang ada di masyarakat seperti warung sebagai tempat aktivitas
jual beli masyarakat menjadi terganggu. Hal yang terutama adalah
tidak berfungsinya pasar sebagai tempat perputaran ekonomi di
daerah terdampak.

3. Meningkatnya Risiko
Gangguan akses berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan
dasar dan gangguan fungsi akibat rusaknya beberapa sarana dan
prasarana eckonomi berdampak pada turunnya daya beli
masyarakat schingga menghambat laju perekonomian yang dapat
berpengaruh terhadap resiko meningkatnya angka kemiskinan.
Resiko lain adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan

bahan kebutuhan lainnya akibat sulithya memperoleh barang
kebutuhan.

4. Dampak Bencana

Pada scktor eckonomi dampak bencana terbesar pasa sub
sektor perdagangan disamping sub sektor lainnya. Dampak
ckonomi yang muncul adalah adanya penurunan kapasitas
ekonomi masyarakat terdampak yang berimplikasi terhadap
Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan
Selayar. Selain itu, bencana yang terjadi berdampak pada
penurunan kapasitas keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Penurunan kapasitas ini berimplikasi pada menurunnya
kemampuan anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasinya.

Pada sub scktor perdagangan, IKM dan UKM gempa bumi
menyebabkan rusaknya beberapa pasar, warung/kios, rumah
makan, dan beberapa bengkel yang sangat berpengaruh terhadap

menurunnya kegiatan produksi, serta transaksi jua beli
perckonomian masyarakat.

2.2.4 Sektor Sosial

1. Gangguan Akses

Gempa pada tanggal 14 Desember 2021 itu telah
menyebabkan terjadinya ganguan akses terhadap sektor
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pendidikan, keschatan dan keagamaan serta sosial. Pada sektor
pendidikan gangguan akses terjadi akibat kerusakan pada saran
pendidikan /sekolah.

Pada subsektor kesehatan, kerusakan fasilitas kesehatan
menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses pelayanan
keschatan yang memadai schingga proses penyembuhan penyakit,
terutama pasca bencana, menjadi terganggu dan tidak tertutup
kemungkinan akan meningkatkan risiko gangguan penyakit yang
lebih parah.

Masyarakat secara rutin menggunakan fasilitas rumah
ibadah seperti mesjid dan mushollah yang tidak hanya digunakan
untuk melakukan ibadah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pusat
kegiatan masyarakat umum. Terutama dalam melakukan
pertemuan-pertemuan masyarakat di desa, kegiatan pengajian,
kegiatan kepemudaan, dan pemberdayaan ibu dan anak. Tidak
berjalannya fungsi rumah ibadah bagi kelompok masyarakat dan
terganggunya rutinitas sosial agama akan berdampak pada
tergangunya aktivitas sosial masyarakat.

Selain itu, terdapat juga fasilitas sosial lainnya bagi
kelompok masyarakat, seperti gedung olahraga, gedung serbaguna,
gedung PKK dan balai pertemuan. Terganggunya fungsi layanan
sosial akan berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan kelompok
yang akan memperparah kerentanan yang ada, sekaligus
meningkatkan risiko karena keterbatasan dalam memanfaatkan
akses, khususnya dalam penyelamatan/ evakuasi diri.

. Gangguan Fungsi

Kerusakan bangunan gedung sekolah menyebabkan
terganggunya fungsi sekolah sebagai sarana pendidikan dan
tempat belajar mengajar. Pada masa pandemic Covid-19 ba.ngunan
sekolah belum berfungsi sebagaimana mestinya akibat pembatasan
pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun seiring dengan
perbaikan kondisi pandemic menuju ke kehidupan normal, maka
rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah dan perlengkapan
lainnya harus segera di laksanakan oleh pemerintah.

Untuk gangguan fungsi di sub secktor agama banyak
berdampak pada tidak berfungsinya bangunan sarana ibadah
masjid untuk kegiatan peribadatan. Untuk mengantisipasi
gangguan ini maka hal yang dapat dilaksanakan adalah dengan

menggunakan masjid yang ada semeniara, sambil melakukan
perbaikan dan membangun kembali masjid dan mushollah yang
mengalami kerusakan.
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Gangguan fungsi sub secktor keschatan merupakan akibat
dari rusaknya fasilitas keschatan dan peralatan keschatan akibat
gempa. Terganggunya fungsi pelayanan kesehatan dari pos
pelayanan terpadu (posyandu), poskesdes, puskesmas pembantu

dan puskesmas menyebabkan tidak terlayaninya masyarakat
dengan baik.

3. Meningkatnya Resiko

Meningkatnya risiko subsektor kesehatan yang ditandai
dengan menurunnya kapasitas kesehatan dan meningkatnya
kerentanan penyakit bagi masyarakat, sehingga diperlukan
bangunan rehabilitasi sarana kesehatan, penggantian alat
kesehatan, prasarana dan sarana yang rusak.

Meningkatnya risiko sub sektor keagamaan ditandai dengan
menurunnya kapasitas keagamaan dan meningkatnya kerentanan
keagamaan sehingga perlu dukungan dana penggerak awal untuk
pemulihan kegiatan.

Peningkatan resiko di sub sektor pendidikan adalah
menurunnya kualitas pendidikan dan makin banyaknya siswa tidak
melakukan kegiatan belajar mengajar.

4. Dampak Bencana

Kerusakan bangunan yang sangat banyak pada scktor sosial
berdampak pada terganggunya layanan bagi pemenuhan
kebutuhan sosial masyarakat. Pemulihan bangunan tersebut
berimplikasi pada kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk
menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasnya yang telah
ditetapkan untuk tahun anggaran 2021. Banyaknya prasarana
pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lembaga sosial
menyebabkan terhambatnya proses belajar-mengajar, layanan
kesehatan, dan pendalaman agama. Hal ini akan berdampak pada

turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi masyarakat di
wilayah terdampak bencana.

2.2.5 Lintas Sektor

Rusaknya beberapa kantor pemerintahan menycbabkan
pelayanan oleh pemerintah terganggu, schingga masyarakat tidak
mendapatkan  layanan yang maksimal atas pemenuhan
kebutuhannya, terutama yang terkait dengan pengurusan

_administrasi pemerintahan. K sak K i Y ) g a
berisiko terhadap rusaknya data/dokumen masyarakat vang
tersimpan  didalamnya, schingga dapat menghambat proses
administrasi masyarakat. Selain itu, kondisi bangunan yang rusak
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ringan atau sedang sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa
pegawai maupun masyarakat apabila terjadi gempa susulan.

Gangguan akses pada sub sektor keamanan tidak terlalu
berdampak hal tersebut karena kerusakan pada bangunan gedung
kantor kepolisian dan bangunan milik TNI masih berada pada tingkat
kerusakan ringan, sehingga untuk akses pelayanan masih dapat
dilaksanakan dengan baik.

Pada subsektor pemerintahan, bencana gempa bumi
menyebabkan rusaknya bangunan kantor pemerintahan, kendaraan
dinas, peralatan kantor, rumah dinas dan kantor desa dan kantor BPD
yang berdampak pada terganggunya kegiatan pelayanan publik
pemerintahan.

2.3. PERKIRAAN KEBUTUHAN

Pada saat terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 14
Desember 2021 yang berdampak pada wilayah Kecamatan Pasilambena
dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar,
serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya.
Seluruh tindakan yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan
nyawa manusia dimaksudkan untuk membantu masyarakat
terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus
penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa
penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, schingga pertolongan
terhadap masyarakat  yang terdampak bencana dapat
berkesinambungan.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada
wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi bersifat segera
dan kegiatannya masih berfokus utama kepada pemulihan kehidupan
manusia yang masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan
darurat. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana tidak boleh
sampai terhenti ketika masa penanganan darurat berakhir. Berkaitan

__dengan upaya pemulihan scgera terhadap kehidupan masyarakat,

maka bentuk kegiatan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat sebagai pelaksana utama kegiatan rehabilitasi dan
mendapatkan manfaat termasuk upah.
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Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pasca bencana.

Kegiatan rekonstruksi lebih berfokus kepada pembangunan
kembali bangunan-bangunan fisik secara permanen dan peningkatan
sosial ekonomi dalam suatu rangkaian pemulihan jangka panjang.
Kadangkala pembangunan kembali dilakukan secara menyeluruh jika
kerusakan sangat parah. Tujuan pemulihan jangka panjang adalah
mengembalikan keadaan sebelum bencana bahkan menjadi lebih baik.
Pemulihan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengambil
langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko bencana schingga
masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana bahkan mencegah
terjadinya bencana yang serupa.

Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi tidak sekedar hanya membangun kembali sarana dan
prasarana setiap scktor yang rusak akibat bencana, akan tetapi dalam
kebutuhan pemulihan ini juga harus mencakup kegiatan yang bersifat
untuk meningkatkan strategi ekonomi kehidupan masyarakat di
wilayah yang terkena bencana serta membangun lebih baik (build back
better) sarana dan prasarana yang berbasis mitigasi atau peningkatan
dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi  dilaksanakan
berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang
disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan dimaksud dilakukan melalui

kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna) terhadap
masyarakat terdampak bencana.

Penggalian bukti-bukti di atas dilakukan melalui Pengkajian
Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang
digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana
dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasna dan Rencana
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) membantu pemerintah
da.n para pcmangku kcpcntmgan mcnyusun kcbuakan program dan

pada.mformam a.kurat dan para pihak yang tcrdampak bcncana
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Dengan demikian Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan
dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Pendekatan Jitu Pasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan
mampu mendukung penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi yang baik. Jitu Pasna menggunakan kerangka pandang
yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk
pulih dari bencana. Jitu Pasna mengakui keseluruhan aspek
kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun
non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana
berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara
utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasna.

Kajian Jitu Pasna akan mecmandu para pihak dengan
menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pasca
bencana, vaitu:

1. Pengkajian akibat bencana;
2. Pengkajian dampak bencana; dan
3. Pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Komponen-komponen dalam Jitu Pasna di atas memiliki
kesalingterhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan
upaya pemulihan pasca bencana. Hubungan antara komponen
pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan
pengkajian kebutuhan pasca bencana nampak pada diagram dibawah
ini (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BENCANA AKIBAT BENCANA KEBUTUHAN PEMULIHA

DAMPAKBENCANA

PENYUSUNAN RENCANA
REHABILITAS]I DAN
REKONSTRUKSI

UPAYA PEMULIHAN
PASCABENCANA

Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumui Tanggal 14 Desember 2021
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selaian




Page 37

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasna beroricntasi
pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan
rekonstruksi sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan
kemanusiaan pasca bencana yang berorientasi pada pembangunan
yang berkelanjutan.

2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana.

3. Sedangkan  kebutuhan  rekonstruksi  adalah kebutuhan
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta
masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, pengganti, penyedia
akses, pemulihan proses dan pengurang resiko harus dipilah-pilah
dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi

‘pascabencana. Berikut ini adalah komponen perkiraan kebutuhan
dalam Jitu Pasna yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Komponen Perkiraan Kebutuhan

KOMPONEN KETERANGAN

Pembangunan | Kebutuhan  pembangunan  bertujuan  untuk
- memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah,

masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah
| terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus
mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang
 lebih tahan bencana schingga pengkajian risiko
bencana wajib menjadi pertimbangan dalam

_ ' perkiraan kebutuhan pasca bencana.

Stimulasi Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti
kerugian eckonomi sebagai akibat dari bencana.
Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan
besaran-besaran ckonomi dalam jangka panjang
schingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
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Penyediaan Akses Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk
' memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak
dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan,
jaminan sosial, perumehan, budaya, pekerjaan,
kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus
dilakukan dalam rangka pemulihan sistem
pelayanan kebutuhan dasar yang ada.

Pemulihan Proses Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan
awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali
proses  pemerintahan dan  kemasyarakatan.
Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti
pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok
posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis

- masyarakat lainnya. _

Pengurangan Risiko Kebutuhan pengurangan risiko meliputi kebutuhan
mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan
mengurangi kerentanan terhadap bencana dan
kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan

pemerintah dalam menghadapi bencana di masa

datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan

pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka

ﬁ]nng untuk merespon peningkatan risiko akibat
cana.

Lingkup pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana
rchabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 05
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana. Pedoman ini mengarahkan upaya
rchabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan
pc;tumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas;
scktor.

Penyclenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya
yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan
rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pengkajian
kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) adalah suatu rangkaian kegiatan
pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan
kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi (renaksi)
rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dampak meliputi identifikasi
dan perhitungan terhadap kerusakan, kerugian, gangguan akses
gangguan fungsi dan peningkatan risiko yang menyangkut aspck'
pembangunan manusia, permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial
dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan
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nilai agregat dari akibat bencana dan impilkasi umumnya terhadap
aspek — aspek fisik dan lingkungan, perckonomian, psikososial, budaya,
politik dan tata pemerintahan.

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana / Post Disaster Need
Asessment (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan
penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang
menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan
penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang
menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau
pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis
dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari
akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek
fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan
tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya
yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi

Pengkajian kebutuhan pascabencana gempa bumi di Kabupaten
Kepulauan Selayar diawali dengan pendataan seluruh fasilitas umum,
sarana dan prasaran pemrintah dan swasta, permukiman warga dan
scluruh aspek yang terdampak. Pengkajian kebutuhan meliputi
pcmpangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan
fungsi dan pengurangan risiko.

Perhitungan kebutuhan setiap scktor untuk melakukan
rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

Nilai Kebutuhan = (luasan/Volume/ Panjang) x Standar Harga Satuan

Pemerintah setempat
(Thn.2021)

Untuk Sandar harga satuan digunakan sesuai dengan jenis infrastruktur
seperti jalan, bangunan gedung atau sarana lainnya.

2.3.1 Sektor Permukiman
Secara umum kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana scktor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan

sub sektor perumahan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki
ancaman resiko bencana.
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Pengkajian kebutuhan pascabencana sub scktor perumahan
dilakukan berdasarkan data kerusakan pada sub scktor perumahan.
Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah
yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun 2021 telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 77/11/ Tahun 2022 tentang
Penetapan Hasil Verifikasi Kondisi Rumah yang terdampak bencana
gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. Sebanyak
1.176 unit rumah mengalami kerusakan di Kecamatan Pasilambena
dan Kecamatan Pasimarannu.

Pemulihan pascabencana pada subsektor perumahan
diarahkan pada penyediaan hunian tetap terhadap korban terdampak
yang dilakukan melalui perbaikan perumahan berupa Rumah Tahan
Gempa (RTG). Total kebutuhan pacabencana subsektor perumahan
untuk penyediaaan hunian tetap korban bencana gempa bumi di
Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai sebesar
Rp. 52.690.800.000,- yang terdiri dari kebutuhan pembangunan
rumah rusak berat, sedang dan ringan. Selain perumahan yang
memang mengalami kerusakan akibat gempa, terdapat pula beberapa
desa yang akan direlokasi akibat tempat permukiman yang sekarang
sudah tidak layak untuk menjadi tempat hunian akibat berada pada
jalur gempa dan rawang longsor serta terjadi penurunan tanah.
Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana subsektor
perumahan lainnya yang akan dilakukan Pemerintah melalui BNPB
melalui penggunaan bantua stimulant Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam pelaksanaan perbaikan rumah selanjutnya kan
mendapat pendampingan dari Tim Teknis Kabupaten, Tenaga
Fasilitator Lapangan yang terdiri dari Tenaga Pemberdayaan dan
Teknis, unsur pemerintah sctempat, Babimkamtibmas, Babinsa, serta
tokoh masyarakat/pemuda.

Sektor Infrastruktur

Secara umum pemenuhan kebutuhan scktor infrastruktur
adalah membangun kembali dengan kualitas lebih baik terhadap aset
yang rusak pada subsektor Transportasi, Sumber Daya Air, Air Minum
dan Sanitasi. Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana scktor infrastruktur mencapai Rp.
313.448.321.150,932.
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Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi subscktor
infrastruktur transportasi darat sepanjang 1,5 Km adalah sebesar
Rp. 1.650.000.000,-. Rincian Kebutuhan penganggaran dapat dilihat
pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Transportasi Darat

1) 2 (3} 4 &) 8

- Runs Bosso Boeeo - Latokdok Pasilamb 13 Km - Rp 1 100,000 000,00 | Rp 1.650.000 000,00

I - - ___ ) ‘;___ Jm_:-:h_xgﬁ-- |.m:m.mnq,
. o mumlmlg 1.650.000.000,60
Sumber : Hasil Analisa 2022
Prioritas dalam pemenuban kebutuhan pemulihan sektor
infrastruktur pada kawasan yang terkena dampak gempa di
Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah perbaikan/
pembangunan Tanggul Pengaman Pantai. Kerusakan Tanggul yang
terjadi terutama pada daerah pesisir pantai disebabkan guncangan
gempa yang mengakibatkan retakan/rubuh dan penurunan di
beberapa titik yang mengakibatkan tanggul amblas. Program yang
akan dilaksanakan kedepan selain memperbaiki tanggul yang rusak,
juga diprioritaskan untuk membangun tanggul pengaman pantai yang
baru.

Kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur sub Sumber Daya
Air (SDA) pada dacrah terkena dampak gempa bumi meliputi
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pengaman pantai.
Nilai kebutuhan untuk subsector ini sebesar Rp. 304.998.148.500,-
bila dilihat dari kewenangan seluruh infrastruktur SDA berada
dibawah kewenangan Pemerintah Pusat. Rincian kebutuan subsektor
SDA dijelaskan pada Tabel 2.11.
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Tabel 2.11. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rabiitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Sumber Daya Air (SDA)

() @ 0] (6) )
3{Sunber Daya Ax (SDA)
1. Saloran Ingai
2. Beadungan Ingan
3 Tabed Pensasin Pant
Reheh Reton Patz
-Baaroms Pengaman Pastal Desa Lasmnty Pasmarans| 300 | Rp 66953.10859 | Rp 20085931 57635
-Bangooss Pengaman Paotai Dess kowbe Komta Bater  [Prsmanmncn| 50 [y Rp 82424937) [Rp 141212468846 |
___|-Banguman Penyaman Pantai Dess Kombe-Kombs Tumx |Pasimersean| 170 | o - Rp 2820249377 [Rp 480122384075
-Benpanen Peosames Pastss Dess Latokodok Pasilechens | 200 of Rp 4840847000 |Rp 94206439911
-Basrman Pensauan Pantsi Desa Pole Mady 0 | o Rp 3184072 |Rp 39509201 88058
] 5 | o 484984 piE K RIDE: 4]
2 W | o Rp 5003739945 | Rp 20014538 789,75
: 0 | o Rp 6852950537 [Ro 2055845101050
-Bingous Pessaman Pantyl Dess Bogerats Pamenomn| 55 | o Rp 6695310859 [ Rp 3682000 ™5 &
Banguean Pengasman Pante: Dewt Lambern Pusgos| 5Y | o Rp M224377 |Rp 14686096 75395
-Banruon Pengassan Pastai Desa Kalaotoa Pasmbesa | 1)) | w Bp BRISAGTY [Ro S37021 4635
Buoyoran Prapaman Paotai Dess Garmpn {Pustacbens | 400 | of Ro 4845847200 [Rp 16599 388 8.3
Jumbsh Keregisn| Ry N4990.158.000,60
Ditmhatken| Ry 300998142 200,00
sumbel - Flasd Antbor data Tabun
cal : Harga satuan sudah lemasuk PPN k PPH
Sumber : Hasil Analisa 2022
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi prasarana Air

minum dan Sanitasi diperuntukkan untuk bangunan SPAM BJP,
Drainase dan MCK yang mengalami kerusakan. Kebutuhan
rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana air minum sebesar Rp.
3.900.000.000,- sedangkan untuk sanitasi sebesar Rp. 246.805.495, -
Total kebutuhan sebesar Rp. 4.146.805.495, - Rekapitulasi Nilai
Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.12.
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Tabel 2.12. Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Sub Sektor Air
Minum dan Sanitasi

1Sz A Vs dn S
11 Sarms A Mo E :
 plchepen PANEFDouGrmp  [Pelebes| w0 | KX | o Jdp  temomm[Rp 1 eexeonm
_  Pedrpes QAIBFDn Grapisn | Packek L LS T . S L R L
__|¢ Pooliapme SPAMED Dew Kabamy Pubwbes] 30 | KK | - IR lomomoolky  Xomomx
|4 Pocbmpem SPAN B Dot Lesbog M | Paicd o | W | - |Re  TWeNOM Ry 0 Modosxn
_ ¢ Pesbapmas AV BIP Dea P Mok Pastaci N T < S B . TR — L
[Pt PAMBRP Duletelek | Pmmsmx| W | K| - |mp mmm|k mmmw
Ty Pomkay SPAM BIF Do Lasbes Piw ) k| R 1g e | vy 240 (00 0020
- pPotepes PAMERDubecw 0 \Pewsws| M | W | . IR iwodam(®  moowonm
Petepen PAMBIDuBors 0 |Pmesws| 2 | i | - R 10000000 | Ry 250 060 000,00
L b S | 2R - % lwoceplRy  Momooow
i Pesbangman SPAN BIP Dess e Bghony Pa 3 KK [ 10000600 | Ry 2000 e
1. Somean
AT e s ¥ 1 W | ™ 120002000 | Ry 12,000 008,00
s Drane Pisox 1 ® ip 156536854 | Ry YW g
[ Jumiah Keragian| Rp 4146305494 60
Dibelatkaz| Rp 414630550000

Catatan Harga satuan sudah temasuk PPN & PPH
Sumber : Hasil Analisa 2022

Untuk kebutuhan sub sektor energi adalah diperuntukkan untk perbaikan
jaringan instalasi listrik yang mengalami kerusakan berupa rusaknya rumah
genset. Nilai kebutuhan sebesar Rp. 15.000.000,-.

2.3.3. Sektor Ekonomi

Pemulihan scktor ekonomi merupakan hal yang prioritas untuk
dilaksanakan karena berhubungan langsung dengan hidup dan
penghidupan masyarakat. Ada beberapa sub sektor yang termasuk
dalam scktor ekonomi yang terdampak gempa di Kabupaten
Kepulauan Selayar yaitu sub sektor Pertanian, Perikanan, IKM dan
UKM dan Perdagangan.

Kebutuhan sub sektor IKM dan UKM dititip beratkan pada
pemulihan ckonomi para pelaku UKM sebanyak 181 UKM di
Kecamatan Pasimarannu dan 116 UKM di Kecamatan Pasilambena.
Sebagaimana diketahui bahwa. Kebutuhan pemulibhan ekonomi
pelaku UKM dapat dilihat pada Tabel 2.13.
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Tabel 2.13 Kebutuhan Pemulihan Ekonomi Pelaku UKM

1. Pasimarannu 181 Pelogku UKM Warung, 325,800,000
Perbengkelan,
Penjahir.

2. Pasilombena 116 Pelaky UKM w&mm 208.800.000 o\ repiAN

Bata Merch, KOPERASI
Jasa DAN UKM
Transportasl,

Depot Alr

Minum.

3. Blaya Operasional 1465.000.000

Sumber : Hasil Analisa 2022

3.3.4. Sektor Sosial

Kebutuhan sektor sosial mencakup kebutuhan untuk biaya
rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Sub sektor
Kesehatan, Pendidikan dan Agama. Dari hasil perhitungan
berdasarkan data kerusakan yang ada, maka nilai kebutuhan
untuk sestor sosial sebesar Rp. 1.914.780.000,- dengan rincian
kebutuhan scktor sosial berikut pada Tabel 2.14.

Dari tabel kebutuhan sektor sosial terlihat adanya distribusi
kewenangan terkait pembiayaan kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi. Untuk Sub sektor Kesehatan dan Pendidikan banyak
dibawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sedangkan
untuk Sub sektor agama kebutuhan pembiayaan banyak dibebankan
kepada Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat serta masyarakat.

Untuk kebutuban Subsektor Keschatan di tujukan pada
rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan/sarana kesehatan seperti
Puskesmas, Pustu dan Polindes. Selain bangunan fisik kebutuhan
lain adalah pengadaan peralatan kesehatan yang hancur akibat
gempa. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.15. terlihat
kebutuhan pembiayaan untuk subsecctor kesehatan sebesar Rp.
7.500.000.000,-.
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Tabel 2.15 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Subsektor Kesehatan

Rekonstruksi 1 Paket 900 m? 6.730.000.000,- | 6.750.000.000,-
000, 6.250.000.000

Rehabilitas 1| paket | 12m' | 150,000.000- | 150.000.000-
pusty

Rehabilitasi 1 Paket 120 m? 150,000.000,- | 150.000.000,-

Rehabilitasi 1 Paket 118 m? 150.000.000,- | 150.000.000,-

Rehabilitas! 1 Paket 109 m? 1350000000 | 150,000.000.-

Rehabiiitas) 1 Paket 116 m? 150.000,000.- | 150.000.000.-
Boskesses

Banumbuog |
Sumber : Hasil Analisa 2022

Kebutuhan subsektor Agama di tujukan pada rehabilitasi dan
rckonstruksi bangunan sarana peribadatan yaitu Mesjid dan
Mushollah. Kebutuhan pembiayaan untuk subsektor agama sebesar
Rp. 205.000.000,- dengan rincian pada Tabel 2.16
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Agama
1. Mesjid/Mushollah
- Rekonstruks! Mesjid
Rehabilitasi Mesjid
1 Mesjid Mujshidin 1.05. Garaupa 1.Rp 50.000.000
Dsn Buranga
2. Mesjid Babul 2. DS, Pulo Madu 2.Rp.10.000.000
Hikmph Dsn. Onesatonda
3. Mesjd Al lichvwean 3. DS. Pulo Madu 3.Rp 10.000.000
Dsni. Tee Huu
4. Mesjid Nurul 4. DS Kalaotna 4.Rp 10.000.000
Hidayah Dsn. Barumbung
5. Mesjid Bsbussalam 5. DS. Kalaotos 5.Rp. 10.000 000
Osn. Latokdok
Barang .
6. Mesjid Nurul Huda 6. DS. Garaupa 6.Rp.10.000.000
Raya Dsn.
Gersupa Barat
7. Baitul Ma'Ruf 7. D5, Karumpa 7.Rp. 40.000.000
Dsn. One Tee
B. Masjid Baitul B. DS. Lembang
Rshman Matene Dsn 8.Rp. 20.000.000
Tadu
- & Nurul Yagin 9. DS. Lembang
Matene Dsn. 9.Ap 10,000 DOO
Lembang Matense
Barat
e el e o
Lembang Matene
Tumur
11. Al Mukhlisin 11. DS. Pulo
Mady Dsa. AL 1y 2R 10000000 |
UI'IMC . A U (A TR AR

Sumber : Hasil Analisa 2022

Untuk kebutuhan subsektor Pendidikan di tujukan pada
rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan/sarana Pendidikan seperti
sekolah mulai dari banguan sekolah PAUD, SD, SMP Sederajat, SMA
sederajat dan bangunan untuk Kelompok Belajar (KB) dengan rincian
yang dapat dilihat pada Tabel 2.17.
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Tabel 2.17 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Subsektor Pendidikan

Sumber : Hasil Analisa 2022
3.3.5 Lintas Sektor

Penyclenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
gempabumi  Kepulauan Selayar untuk Lintas sektor vang

diperuntukan bagi sub sektor pemerintahan, keuangan ketertiban
dan keamanan (TNI/POLRI).
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BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar dikoordinasikan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar melalui BPBD Kabupaten Kepulauan Sclayar
dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktil dari
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Bappelitbangda, BPBD, dan
OPD teknis terkait), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda,
BPBD, dan OPD teknis terkait), dan dari Kementerian/Lembaga. Proses
penyusunan Rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabenca (Jitupasna) yang
dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya dan dana dari
Pemerintah Daerah dan Pusat serta dukungan dari berbagai pihak.
Jitupasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat
bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pendekatan
sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh
tim terpadu. Hasil Jitupasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi
pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan daerah
terdampak, serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang
berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana. Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung
jawab pemerintah dacrah terdampak bersama-sama dengan pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat
kegiatan rchabilitas dan rekonstruksi pascabencana harus diintegrasikan
dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan
yang tersedia, seperti APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan, APBN Kementrian/Lembaga yang lainnya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus
dana yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha. Beberapa pokok
pikiran yang perlu di tindak lanjuti pasca bencana gempa bumi Kabupaten
Kepulauan Selayar:

e e e B e e e e e e e e
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Masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten
Kepulauan  Selayar menginginkan pembersihan,  perbaikan/
pembangunan kembali rumah dan perbaikan infrastruktur pendukung
perekonomian dengan segera terutama infrastruktur yang bersifat vital
seperti rehabilitasi/rekonstruksi pengaman pantai, penyediaan air
bersih, dan sebagainya;

Dalam rangka percepatan rchabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
gempa bumi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan BNPB
bersama dengan Kementrian/Lembaga menugaskan tim pengkajian
kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Adapun data yang termuat pada dokumen Rencana Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi Pascabencana (R3P) merupakan data yang dihimpun
melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan melalui pengkajian;

Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kementerian/Lembaga;

Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah
terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB dan Kementrian/Lembaga serta
pendanaan yang bersumber dari donator yang dibawah kelembagaan
sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;

Berdasarkan data yang termuat di dalam RTRW, bahwa salah satu
potensi bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
gempa bumi dan tsunami, sehingga upaya pengurangan resiko bencana
perlu di optimalkan melalui pencegahan dan mitigasi pada kawasan
rawan bencana baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural.

3.1 KEBIJAKAN

Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, maka baik pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten sama-sama bertanggung jawab dalam penanganan
pascabencana,

b. Pendanaan penanggulangan bencana pascabencana digunakan
untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik
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dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak
langsung sesuai ketentuan;
Membangun kembali lebih baik dan aman (Build back better and
safer) yang berbasis pengurangan resiko bencana;
Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program
berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang
baik;
Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan
mengutamakan penggunaan sumber daya setempat;
Dilaksanakan terencana dan tepat waktu, terpadu, koordinatif dan
berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia,
perempuan, anak-anak dan  penyandang cacat  serta
mengedepankan keadilan kesetaraan gender.

Pokok-pokok kebijakan rchabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
sebagai berikut :

da.

Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
scbagai sarana untuk menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
pengurangan resiko bencana berbasis kearifan lokal;

Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintah yang baik,
melalui koordinasi yang efektil antar pelaksana kegiatan, serta
mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;

Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan
kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan
partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko
bencana;

Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis rumah aman,
schat dan layak serta perbaikan perumahan dengan prinsip
membangun kembali yang lebih baik dan aman:

Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua
pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan

teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan
masyarakat;
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{. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan
pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya,
melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama dan antar pihak lintas
sektoral dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan
anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruki pascabencana
akan dilaksanakan sccara bertahap sclama 3 (tiga) tahun.

3.2 STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar telah membentuk tim
verifikasi yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah untuk
melakukan verifikasi assect terdampak berupa penilaian kerusakan,
kerugian serta perkiraan kebutuhan pascabencana. Berikut ini
diuraikan strategi pelaksaaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana untuk masing-masing sektor

a. Sektor perumahan

1) Pendataan awal kerusakan rumah dihimpun oleh BPBD
berdasarkan laporan dari kecamatan terdampak, bersumber dari
RT, RW sampai dengan desa. Data tersebut selanjutnya dilakukan
verifikasi oleh tim verifikasi dengan melibatkan SKPD teknis;

2) Hasil verifikasi rumah (by name by address) ditetapkan melalui
surat keputusan kepala daerah;

3) Guna menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas maka
dilakukan wuji publik serta sosialisasi kepada masyarakat
terdampak dengan melakukan validasi terhadap tingkat
kerusakan rumah sesuai dengan data kepemilikan rumah serta
penerimaan bantuan. Apabila terdapat koreksi maka dilakukan
revisi yang dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah;

4) Pada masa tanggap darurat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
telah mengalokasikan anggaran melalui bantuan keuangan untuk
pembuatan rumah hunian sementara sebagai prioritas
penanganan;

5) Pada masa transisi darurat ke pemulihan, pemerintah telah
mengalokasikan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) pada
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Tunggu
Hunian (DTH) dan perbaikan/pembangunan rumah melalui
bantuan stimulan rumah;

6) Sesuai arahan presiden, bantuan stimulan rumah per unit untuk
rusak berat Rp. 50.000.000,-, rusak sedang Rp. 25.000.000,- dan
rusak ringan Rp10.000.000,-;

7) Untuk relokasi pemerintah daerah akan menyediakan lahan yang
clear and clean sesuai rekomendasi dari instansi yang berwenang.

b. Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor

infrastruktur meliputi :

1) Rehabititasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan
dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan
perekonomian masyarakat;

2) Pembangunan kembali infrastruktur public dengan
memperhatikan kebijakan sektor terkait dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten (RTRW);

3) Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur
publik, yaitu transportasi jalan, transportasi laut (Pelabuhan,
dermaga / tambatan perahu), pengaman pantai dan air bersih
serta sanitasi;

4) Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada
standar teknis terkait;

5) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada BNPB
melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Scktor Ekonomi

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi

meliputi :

1) Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi
prasarana fisik di bidang ekonomi;

2) Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi
masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang;
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3) Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk
pelatihan kewirausahaan;
4) Pembentuk kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di

lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor
ekonomi;

5) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi  pascabencana sektor infrastruktur kepada
kementerian/lembaga dan BNPB melalui hibah rehabilitasi dan

rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan
pelayanan Pendidikan, keschatan dan peribadatan dalam rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana di scktor sosial meliputi:

1) Pemulihan layanan Pendidikan dan kesehatan melalui rehabilitas
prasarana dan sarana pendidikan, memberi bantuan peralatan
sekolah dan inisiasi sckolah siaga bencana, rehabilitas prasarana
dan sarana Keschatan dan pengadaan alat Kesehatan yang rusak;

2) Pemulihan sarana dan prasarana peribadatan;

3) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitas dan
rekonstruksi pascabencana kepada kementerian/lembaga dan
BNPB melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas
sektor meliputi :

1) Pemulihan kembali fungsi layanan publik prasarana dan sarana
pemerintahan;

2) Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga
dan administrasi kependudukan;

3) Sosialisasi pengurangan resiko bencana dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat
terhadap bencana;

4) Pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana guna
menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan
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kesiapsiagaan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan
bencana;

5) Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman
seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
pengurangan pajak;

6) Menyampaikan permohonan usulan bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana scktor infrastruktur kepada
kementerian/lembaga dan BNPB melalui hibah rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB IV
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana merupakan kegiatan yang mempunyai ruang
lingkup pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber
daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana merupakan kegiatan yang harus segera
dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai
dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah
menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana yang didasarkan padapenilaian
akibat bencana, analisis dampak bencana dan perkiraan
kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan
kearifan lokal masyarakat setempat. Bencana gempa bumi yang
terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya akan
masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan
penyelenggaraan pascabencana pada S (lima) sektor terdampak.

4.1 KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau
pemerintah daerah yang terkena bencana. Dengan
demikian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa bumi ditingkat daerah
dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar
dan Provinsi Sulawesi Selatan serta BNPB di tingkat pusat.
Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat
Kementerian/Lembaga dan atau organisasi perangkat
daerah (OPD) di provinsi dan atau kabupaten. Semua
pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rchabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar
teknis yang ditetapkan peraturan perundangan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka
————— e ———————————
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rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu ada
peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga
Internasional, Lembaga asing non pemerintah dan atau
lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana wajib berkoordinasi
dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian/Lembaga
dan OPD. Semua hasil kegiatan rehabiliasi dan
rekonstruksi  pascabencana yang menjadi aset
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.
Untuk menjamin proses monitoring evaluasi serta
berjalannya siklus manajemen pengetahuan (knowledge
management) dan menggali pembelajaran  selama
pelaksanaan pemulihan, maka organisasi pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi
perlu keterlibatan akademisi, NGO dan INGO.

MEKANISME ANGGARAN

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah
dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar
mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang .
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang
tersebut. Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai
berikut:

a. Untuk pendanaan yang bersumber dari
Kementerian/Lembaga akan langsung menyampaikan
bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar, sesuai dengan mekanisme dan
prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan
masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam rangka
situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-
langkah percepatan penyaluran dana scbagai berikut :
1) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen

anggaran, baik dalam kerangka penyusunan
anggaran maupun revisi anggaran.
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2) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

3) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga
legislatif.

b. Pendanaan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi
Selatan dan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
anggaran terkait.

c. Pendanaan yang menggunakan usulan hibah dana
bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
melalui BNPB, maka Pemerintah Daerah akan
mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaann yang
telah ditetapkan.

1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
menyampaikan usulan hibah bantuan pendanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui
kepala BNPB berdasarkan dokumen rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa
bumi mangnitudo 7,4 skala richter di Kabupaten
Kepulauan Selayar.

2) BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi
atas usulan bantuan tersebut dan melakukan
konfirmasi dan validasi terhadap dokumen rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
gempabumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3) Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan
kepada menteri keuangan agar dapat
mengalokasikan anggaran hibah bagi pemerintah
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Surat usulan
kepada BNPB dilengkapi dengan dokumen-dokumen
terkait sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan
anggaran hibah bagipemerintah daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar.

4) Menteri keuangan melalui Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan akan melakukan proses
hibah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar melalui suatu surat
pemberitahuan hibah.

5) Berdasarkan surat pemberitahuan hibah, akan
dilakukan penandatanganan Naskah perjanjian
Hibah antara Kementerian Keuangan dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,
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6) PPA dan KPA Hibah pada Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan
Hibah dari RKUN ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar dengan satker BPBD Kabupaten
Kepulauan Selayar.

MEKANISME KEGIATAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan bencana, sasaran
rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum,
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan,
pemulihan sosial ekonomi budaya, serta pemulihan
keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya
memulihkan fungsi pelayanan publik. Sasaran kegiatan
rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara
keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program
pembangunan kedalam pendekatan pembangunan daerah
yang dilakukan dengan konsep build back better and safer.
Kegiatan rekonstruksi  yang  dimaksud meliputi
pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak,
pembangunan kembali sarana sosial - masyarakat,
membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat,
peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan
fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan
menerapkan aspek pengurangan resiko bencana dan
mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat
dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan
bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah
dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di
tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga
tcknis terkait dan dikordinasikan oleh BNPB. Pada tingkat
daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis
terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

s
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4.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum

telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup

tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan
bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu,
evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana, digunakan S (lima) indikator,

yaitu :

a. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi
pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan
aksi rehabilitasi danrekonstruksi pascabencana.

b. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran.

c. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang
menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat.

d. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi - dan
rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan
pelaksanaan rchabilitasi melalui pelaporan keuangan
dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

e. Potensi keberlanjutan dalam rencana pembangunan
jangka menengah dan jangka panjang kegiatan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penaggulangan
Bencana (BNPB) dengan melibatkan
Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di daerah
dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB
Nomor S tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan
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Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana. Prinsip pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana mengacu pada dokumen rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah
ditetapkan kepala daerah serta mengacu pada tujuan
pembangunan daerah dan nasional sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan
nasional. Monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten,
dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab
program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana maupun dengan oleh tim monitoring dan
evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring
dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan masukan
untuk penajaman maupun pemutakhiran terkait
kebutuhan yang terdapat dalam dokumen rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Setelah
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakansesuai
dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan
kegiatan yang kurang jelas atau kegiatan yang sangat
rinci pendanaannya dapat menjadi bahan bagi pihak-
pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Proses
pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara
berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data
kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir
dilapangan. Hal tersebut terkait erat dengan jarak
waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan
pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan
bergerak dinamis sesuai dengan respon masyarakat
dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme
tertentu  yang  dibenarkan menurut  peraturan
perundang-undangan guna menjawab dinamisasi
kebutuhan yang dimaksud. Mekanisme pergeseran
anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi
dilakukan dengan memperhatikan tata aturan vang
berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai
berikut :

1) Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan
lain yang merupakan respon terhadap dinamisasi
kebutuhan di lapangan.

2) Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam
rencana aksi rechabilitasi dan rekonstruksi
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pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-
tepatnya.

3) Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai
dengan kondisi paling mutakhir.

Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  wajib
menyelenggarakan penatausahaan dan
pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam
pengelolaan APBN maupun APBD termasuk hibah kepada
Pemerintah Daerah. Untuk pembiayaan dengan sumber
APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggung  jawaban Bendahara serta
Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan
untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah
(rupiah murni) kepada pemerintah Daerah Kabupaten
Majene yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruki Pascabencana
serta naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian
Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana
mengatur bahwa pelaporan keuangann penanggulangan
bencana yang bersumberdari APBN dan APBD dilakukan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam
peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem
akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber
dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka
melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat
dunia usaha dan masyarakat internasional,
penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

m
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Dalam  Penanggulangan Bencana, serta Peraturan
pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan
Nomor 224/PMK.07/2017 tanggal; 29 Desember 2017
tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah. Atas pelaksanaan kegiatan yang
menggunakan hibah, maka pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar wajib menyampaikan laporan secara
Triwulan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur
Jenderal Pertimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana. Laporan triwulan menyajikan informasi
mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan
anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan
alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang
masih perlu dilaksanakan.

4.5 KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCABENCANA
BERBASIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana, perlu disusun strategi
kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan
penganggaran regular guna memastikan kesinambungan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam
pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi
terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah
Daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan :
a. Perencanaan penanggulangan bencana melalui

pengenalan dan pengkajian ancaman bencana,
melakukan kajian analisis resiko bencana, melakukan
analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana,
identifikasi tindakan pengurangan resiko bencana, dan
penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Resiko Bencana (RAD PRB).

b. Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana
melaluipengendalian dan pelaksanaan penataan ruang
dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis
mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan
resiko, bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA
SKPD, serta RTRW.

ﬁ
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c. Dengan adanya kejadian bencana gempa bumi di
Kabupaten Majene, diharapkan pemerintah daerah
melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten
terdampak.

d. Peneclitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan
pendidikan pengurangan resiko bencana ke dalam
sistem pendidikan formal dan informal dan
penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat di kawasan rawan bencana.

e. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan
pengurangan resiko bencana, mengalihkan
pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme
perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai
kewenangan lembaga yang terkait.

f. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana
secara memadai dari APBD Untuk memastikan
terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan
berkelanjutan, kerangka kerja rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten
Kepulauan Selayar berpedoman pada Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR).
Keempat prioritas dalam SFDRR adalah :

1) Memahami resiko bencana.

2) Memperkuat tata kelola resiko bencana dan
manajemen resiko bencana.

3) Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk
ketangguhan.

4) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon
yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan
lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi. Pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan
mengedepankan prinsip membangun kembali dengan
lebih baik dan aman dan berpusat pada masyarakat
(people-centered build back better and safer) schingga
mencapai dan tujuan hakiki, yaitu terwujudnya
pemulihan kehidupan dan terbangunnya daerah
terdampak menjadi wilayah tangguh bencana. Untuk
itu dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
perlu di dasarkan pada tiga pilar :

- . R —
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a) Proses pemulihan tidak boleh berfokus pada aspek
fisik semata, namun harus mencakup pemulihan
kehidupan secara menyeluruh.

b) Pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi harus
diintegrasikan dengan aspek-aspek pengurangan
resiko bencana (disaster risk reduction), untuk
memastikan terbangunnya wilayah yang lebih

aman.
c) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga
harus  pertisipatoris, semaksimal mungkin

mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan
demikian, masyarakat terdampak tidak hanya
pasif dan hanya memandang proses rehabilitasi
dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah,
tetapi juga aktif dan ikut terlibat dalam proses
pemulihan kehidupan mereka sendiri.
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BAB V
PENUTUP

S.1 ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA  AKSI

REHABILITASI DAN REKOSTRUKSI

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan
internal  dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan
penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan
dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar
pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang
memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada
masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah daerah
melalui BPBD provinsi Sulawesi Selatan dan BPBD Kabupaten
Kepulauan Selayar mengacu pada rencana rechabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan
Selayar.

ASPEK PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa bumi di Kabupaten Kepulavan Selayar,
Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Selayar harus segera
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap kepada BNPB.
Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi
tanggung  jawab pemerintah dacrah sesuai ketentuan
perundangundangan yang berlaku.

Rencana rehabilitasi dan rckonstruksi dipergunakan sebagai
acuan bagi Pemerintah/pemerintah dacrah, masyarakat, dunia usaha,
serta akademisi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana
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pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 5 (lima) sektor
terdampak. Dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah terdampak,
maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi di Kabupaten
Kepulauan Selayar dapat dilakukan peninjauan kembali (revisi),
dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penanggulangan
bencana.
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BUPATI EEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEFULAUANR SELAYAR

NOMOR 5§76/ XII /TAHUN 2021

TERTANG
PENETAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SR
DI KEABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana
yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan
Darurat Bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai
dengan standar dan prosedur penanganan pada Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana, sehingga mampu
menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Status Tanggap
Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten
Kepulauan Selayar
. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
’ Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat 1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Dipindai dengan CamScanner
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-un
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

dangan (Lembaran

mor 82,

Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
. Penyelenggaraan Bencana (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Penanggulangan Bencana;
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. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana;

. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

11.

Memperhatikan : 1

Menetapkan :
KESATU :

KEDUA

KETIGA

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 101);

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepualauan Selayar Tahun
Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kepulauan Selayar Tahun
2021 Nomor 596); '

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi di Daerah

MEMUTUSEAN :

Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR

Kabupaten Kepulauan Selayar

Status Tﬁnggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud

Pada diktum KESATU ditetapkan selama 14 Hari terhitung

sejak tanggal 14 Desember sampai dengan 27 Desember

2021

Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut:

a. melakukan kaji cepat untuk analisis kebutuhan
Tanggap Darurat;

b. melaksanakan Posko Tanggap Darurat Bencana;

¢. melakukan mitigasi struktural untuk mencegah atau
mengurangi dampak bencana; dan

A melalaikan manitoring dan evaluasi serta pengendalian
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Segala biaya yang timbul schubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dﬁn Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan 2021, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Sumber Dana
Lain yang Sah dan tidak mengikat.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaiman mestinya.

e Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 14 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

-

H. MUH. BASLI ALI

Tembusan : -
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubemnur Sulawesi Sclatan di Makassar;
. 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan di
Makassar; . '
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

5. Arsip
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 580/XII/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa status keadaan tanggap darurat bencana gempa
bumi di 2 (dua) kecamatan telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 576/Xil/Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021,
tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana
Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan
Selayar, sehingga perlu dilakukan penanganan darurat
bencana, _

b. bahwa untuk penanganan darurat bencana jrang efektif,
efisien, terpadu, transparan dan akumabel; maka
diselenggarakan dengan mengaktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan
Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 1959 Nomor 74,
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia flomor 4723);

4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentahg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

| amharan Negara Remihlik Indanecia Nomnr AS7 31"

Dipindai dengan CamScanner



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 482);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara -Repuﬁlik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Bencana
Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2020 Nomor 101);

Dipindai dengan CamScanner
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14. Peraturan Bupati Kepulauan Scla:yar Nomor 45
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Kepulauan
Sclayar Tahun 2021 Nomor 596);

15. Keputusan Bupati Kepulauan Sclayar
Nomor 567/XI1/Tahun 2021 tentang Penctapan Tanggap
Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di

Kabupaten Kepulauan Sclayar;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan
Selayar dengan bagan/struktur organisasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA o Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai fungsi :

1. pengkajiém pemenuhan kebutuhan penanganan
darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi;

2. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan
operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penanganan darurat bencana; dan '

3. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat
bencana.

KETIGA : Sekretariat Pos Komando sebagaimana dimaksud pada

* diktum KEDUA berkedudukan di Aula Gedung Sanggar
PKK Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Media Center
Jalan Muh. Karaeng Bonto Nomor 28 Benteng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021
serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamSCanner
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Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 14 Desember 2021

Tembusan:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;

2 Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan di Makassar,
n Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;

4. Forkopimda Kabupate
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER

DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

—
i PENANGGUNG JAWAB |

i
| |

BAGIAN DATA,

PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

{ ;
BIDANG \

PELAYANAN || | PENGKAJIAN,
DAN | | PENGUNGSIAN
KESEHATAN | DAN

| PENGUNGSI |} | PERLINDUNGAN

o

" MUH. BASLI ALI

Dipindai dengan CamScanner




-
-
.
B

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERNYATAAN KEADAAX T/HGGAR D.MML——-WQAHQ
oz 300 (61 /)(r!/ 1021] Bpbo
Saya yang bertands tenger dicawss foi:
Nama : MUH. BASLI AL
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar
Menimbang: &. bahwa berdasarkan kejadian bencana Gem
terjadi di Kabupatea Kepulauan Sclayar
Desember 2021;
b. bahwa dalam rangka

penanganan
Kepulauan Selayar, periu Pernyataan
Bencana.

Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indanesia Nomor 5234):

4. Peraturan Kepala BNPI3 Nemor 03 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Carurat Bencana.

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Duna Siap Pakat;

6. Peraturan Presiden WNomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tertentu

pa Bumi Skala 7,4 SR
pada tanggal 14

darurat bencana di Kabupaten
Keadaan Tanggap Darurat

Mengingat : 1.

7. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata
cara pelaksanaan Penaaggulangan Bencana dalam  Keadaan
tertentu

8. Peraturan BNFB Nomor 4 Tahun 2020 teptang Penggunaan DSP

MENYATAKAN
“STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DALAM MASA TANGGAP DARURAT
MULAI TANGGAL 14 DESEMHER S/D 27 DESEMBER 2021"

Demikian untuk menjadi perhatian dar. guna seperlunya dalam rangka
penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 14 Desember 2021
BUP KEPULAUAN SELAYAR,

M BASLI/ALI

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Jin. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Paximile (0414) 21323

Nomor : §60 / 63 /ri/202/ RES?

Saya yang bertan datangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. BASLI ALl
Jabatan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : JL Ahmad Yani No. 01 Benteng

Menyatakan dengan sebenamya

Bahwa pada hari Selasa 14 Descmber 2021 pukul 11.15 WITA telah tegadi
Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Sclayar, Provinsi Sulawesi
Selatan yang telah mengakibat Kerusakan Fasilitas Pemcrintahan, Fasilitas
Pendidikan, Fasilitas Kesechalan, Sarana [badah, Fasllitas Umum, [nfrastruktur,
Rumah Penduduk, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Serta Jalan dan Jembatan.

« Demikin surat pemnyataan ini dibuat  dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan scbagaimana mestinya.

Benteng, 14 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN BELAYAR

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 592 / XII /TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan
menunjukkan keadaan yang masih mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat akibat bencana,
maka dipandang perlu adanya penetapan Status Keadaan
Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi
7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimam_a dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Dipindai dengan CamScanner



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
| Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 teﬁtang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4830);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Indonesia

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4889),

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Mekanisme Pelaksan aan Anggaran

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

2
Dipindai dengan CamScanner



Penanggulangan Bencana

9. Peraturan Badan Nasional
Dana Siap

Nomor 4 Tahun 2020 (entang Penggunaan

Pakai (Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 482);

10. Peraturan  Kepala Badan Nasional Penanggulangan

016 tentang Sistem Komando

Bencana Nomor 3 Tahun 2
Republik

Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
Kabupaten Kepulauan Selayar No
ulangan

11. Peraturan Daerah mor 8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penangg
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Bencana (
Tambahan Lembaran Daerah

Tahun 2019 Nomor 91,
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ~ Tahun

Anggaran 2021 (Lemb
Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
pati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2021
an Belanja

Selayar Nomor 7
dan Belanja

aran Daerah Kabupaten Kepulauan

13. Peraturan Bu
g Penjabaran Anggaran Pendapatan d
Kepulauan Selayar Tahun

abupaten Kepulauan

tentan
Daerah Kabupaten
Anggaran 2021 (Berita Daerah K

Selayar Tahun 2021 Nomor 596);

14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 576/X11/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap

Darurat Bencana Gempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten

Kepulauan Selayar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana
Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan
Selayar.

3
Dipindai dengan CamScanner




KEDUA . Status Keadaan Transisi Darurat Bencana sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan
dan masa berlaku ini dapat diperpanjang ataupun
diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan

penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 pesesber 207\

Tembusan:

1.
2.
3.
4.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rl di Jakarta;
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

di Makassar;
Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR |{9/100/ TAGUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
ROGIOR T7/0/TANUN 2022 TENTANG PENETAPAN RUMAN RUSAX
DAMPAK BENCANA ALAM GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menlmbang : a.  bahwa dengan adanya perubahan dan perbaikan data
kependudukan daftar rumah rusak dampak-bencana
alam gempa bumi 7.4 Skala Richter di Kabupaten
Kepulauan Selayar, maka perlu mengubah Keputusan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77/11/Tahun 2022
tentang Penetapan Rumah ‘Rusak Dampak Bencana

Alam Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten
Kepulauan Selayar;

b. behwe berdasarken pertimbangan eebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran
Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor
77/11/Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Rusak
Dampak Bencana Alam Gempa Bumi 7,4 Skala Richter

di Kabupaten Kepulauan Selayar;

"’

Mengingat = 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
. Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Dipindai dengan CamScanner



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia

Nomor 4723);

mor 12 Tahun 2011 tentang
Perundang-undangan
a Tahun 2011

Undang-Undeng No
Pembentukan Peraturan
(Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pemhentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzhun n014 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4828);

Dipindai dengan CamScanner




KEDUA

\D

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik In'_donesia Nomor 4829);.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulangan Bencana (Rerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

Poarnatiiran Dn-—nb biunn&-w w salimas e Saln-.g.—

A e A aa s s Cheha AR pF s dda Lo lhad

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah = (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 77/11/Tahun 2022 Tentang
Penetapan Rumah Rusak Dampak Bencana Alam

Gempa Bumi 7.4 Skala Richter di Kabupaten
Repulatan Selayar

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada  tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng,
nada tanggal 1H Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

o

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Gubernur Sulawesi Selatan;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupatcn
Kepulauan Selayar.

Dipindai dengan CamScanner
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 136/ IIl /TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS KEADAAN

KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI 7,
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TRANSISI DARURAT BENCANA
4 SKALA RICHTER

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Darurat Bencana

a. bahwa Status Keadaan Transisi
mi telah

lihan Penanganan Bencana Gempa Bu
Keputusan Bupati
g Status Keadaan

Menimbang :
ke Pemu
ditetapkan dalam

Nomor 592/X11/TAHUN 2021 tentan

Transisi Darurat ke pPemulihan Bencana Gempa Bumi

7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana
tersebut, perlu ditetapkan perpanjangan status keadaan
arurat ke pemulihan agar sarana dan prasarana

transisi d
kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi

vital serta
sesuai dengan standar dan prosedur tanggap darurat sampai

dengan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keput n Status Keadaan

Transisi
a Gempa Bumi 7,4 Skala Rich

tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
ana dimaksud

usan Bupati tentang Perpanjanga
Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan
Bencan ter di Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Dipindai dengan CamScann:er




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4830);

Dipindai dengan CamScanner




7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Seclayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 482);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Tehun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tambahan Lembaran Daerah

Selayar Nomor 8

Bencana (
Tahun 2019 Nomor 91,
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8B
Tghun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021 Nomor 109}; '

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten Kepulauan  Selayar
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

14. Keputusan Bupati
Nomor 576/X11/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap
i 74 SR di Kabupaten

Darurat Bencana Gempa Bum

Kepulauan Selayar

Kepulauan Selayar;

Dipindai dengan CamScanner




MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana
ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi
7.4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.
KEDUA - Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana
ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan
24 Juni 2022.
KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 23 Maret 2022
Tembusan:
ggulangan Bencana Rl di Jakarta;

1. Kepala Badan Nasional Penan
2. Gubernur i
3. Kepala Badan Penanggu
di Makassar,
4. Forkopimda K
5. Kepala Bagian

Makassar,

]Jangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

elayar masing-masing di Benteng;

abupaten Kepulauan S
ten Kepulauan Selayar di Benteng.

Hukum Setda Kabupa
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 314 / VI /TAHUN 2022

TENTANG
® PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT BENCANA
KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI 7,4 SKALA RICHTER

DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a. bahwa Status Keadaan Transisi Darurat Bencana

ke Pemulihan Penanganan ‘Benc
dalam Keputusan Bupati

ana Gempa Bumi telah

ditetapkan
Nomor 592/XI1/TAHUN 2021 tentang Status Keadaan

isi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 7,4
Kabupaten Kepulauan Selayar Dan

Trans

Skala Richter di

L4 _ Keputusan Bupati ~ Kepulauan Selayar =~ Nomor

136/111/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status

Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan

Bencana Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten

Kepulauan Selayar;
b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana

tersebut, perlu ditetapkan perpanjangan status keadaan
transisi darurat ke pemulihan agar sarana dan prasarana
vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi

sesuai dengan standar dan prosedur tanggap darurat sampai

dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufl 2 dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

pati tentang Perpanjangan Status Keadaan
1
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Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan Penanganan

Bencana' Gempa Bumi 7,4 Skala Richter di Kabupaten
Kepulauan Sclayar;

20 Tahun 1959 tentang

Undang-Undang  Nomor

Pembentukan Dacrah Tingkat Il di Sulawesi
1959 Nomor 74,

Mengingat : L
(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Republik

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12 Tahun 2011 tentang

3. Undang-Undang Nomor
baran

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem
Nomor 82,

Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Indonesia

Republik

Tambahan Lembaran Negara
telah diubah dengan

Nomor 5234) sebagaimana
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
_ Undang-Undang Nomor
Daerah (Lembaran Negara
4, Tambahan Lembaran

bagaimana

2014 tentang
Republik

23 Tahun

Pemerintahan
a Tahun 2014 Nomor 24

Republik Indonesia Nomor 5587) se
g Nomor 11

Indonesi
Negara
telah
Tahu

Repub
Lembaran Negara Repu bl

diubah dengan Undang-Undan
n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
lik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
ik Indonesia Nomor 6573);

uran pPemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Perat

2
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaanr‘dan Pcngelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negam Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor 43,

ol

'I‘ambahan Lcmlr\mn Negara  Republik Indonesia
Nomor 4830); ' '
7 Pcmtumn Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
r Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Kepulauan Sclaya
Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,

Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4889);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap

Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 '

Nomor 482);
Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
an Darurat Bencana (Berita Negara Republik

10. Peraturan

Penangan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
raturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8

hun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

12. e
Ta
Daerah
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selaya

13. Peraturan
Tahun 20
Belanja

Tahun Angga
Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

r Tahun 2021 Nomor 109);
Bupati Kepulauan

21 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Selayar

Selayar Nomor 144

Daerah Kabupaten Kepulauan

ran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
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14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 576/XIil/Tahun 2021 tentang Penetapan Tanggap
Darurat Bencana QOempa Bumi 7,4 SR di Kabupaten
Kepulauan Sclayar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana
ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi
7,4 Skala Richter di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA :  Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana
ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh)
hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan

. 22 Desember 2022.
KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Benteng

pada tanggal, 24 Juni 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta:
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; ’

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
di Makassar;

4. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
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